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sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini 
dengan tepat waktu sesuai dengan rencana. 
Skripsi dengan judul :“Analisis penerapan IT Governance dengan 
menggunakan COBIT Framework dan Sarbanes Oxley dalam mendukung 
Corporate Financial Performance (Studi kasus pada PT.Telkom)”. Skripsi ini 
merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar 
Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.  
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baik berupa moril dan materil dari berbagai pihak yang telah membantu 
memudahkan langkah sang penulis. Meskipun demikian, penulis telah berusaha 
semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.  
Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-
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ABSTRAK  
Nama  : Mutia Apriyanti Hamsir 
NIM  : 10800113167 
Judul   : Analisis Penerapan IT Governance dengan menggunakan 
COBIT Framework dan Sarbanes Oxley dalam mendukung 
Corporate Financial Performance (studi kasus pada 
PT.Telkom) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan IT Governance dengan 
COBIT dan Sarbanes Oxley dapat mendukung corporate financial performance, 
untuk mengetahui penerapan tata kelola teknologi informasi yang baik menurut 
COBIT dan untuk mengetahui penerapan Sarbanes Oxley terhadap IT Governance 
sehingga dapat mendukung corporate financial performance.  
Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan penelitian 
studi kasus, dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan studi kasus, karena berpatokan akan beberapa kasus-kasus yang telah 
terjadi sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan 
observasi lapangan. Wawancara yang dilakukan di PT. Telkom Regional 
Makassar terhadap manajer financial, manajer information system, manajer 
warroom dan asisten manajer network. 
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwaTelkom telah menggunakan IT 
Governance yang sudah terkontrol langsung dari kantor pusat, sebagai pendukung 
dalam pelaksanaan kinerja perusahaannya. Telkom tidak hanya menggunakan 
COBIT dalam pelaksanaan tata kelola perusahaanya, namun juga menggunakan 
COSO. Pelaksanaan Sarbanes Oxley pada Telkom, yang dijadikan sebagai standar 
akan akuntabilitas pelaporan keuangan, pengendalian internal serta pengauditan. 
Serta sistem hotline pada perusahaan yang tentunya akan sangat menguntungkan 
bagi perusahaan dan masyarakat banyak terutama Investor. 
 
Kata kunci:  IT Governance, Sarbanes Oxley, COBIT dan Pengendalian Internal 
 
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebuah perusahaan memerlukan modal agar dapat melaksanakan kegiatan
operasionalnya,  oleh  karenanya  perusahaan  membutuhkan  investor  ataupun
kreditor. Bagi investor suatu informasi yang akurat serta relevan merupakan hal
yang sangat  krusial,  investor  juga perlu mengetahui  tujuan suatu entitas  bisnis
karena berdirinya suatu entitas bisnis harus mempunyai visi dan misi yang pasti.
Adapun  hal-hal  yang  menjadi  tujuan  berdirinya  suatu  perusahaan  atau  entitas
bisnis  diantaranya:  hal  yang  utama  yakni  agar  dapat  menggapai  keuntungan
semaksimalnya, selanjutnya yakni agar dapat menyejahterakan para  stakeholder
(pemangku kepentingan), serta meningkatkan nilai perusahaan yang mana dapat
diukur dengan melihat harga sahamnya. Ketiga tujuan perusahaan itu sebenarnya
tidaklah  jauh berbeda.  Namun,  perbedaan antar  perusahaan yakni  dapat  dilihat
dari visi masing-masing (Mahendra dkk., 2005: 130). 
Beberapa entitas  bisnis baik kecil  ataupun besar melihat  bahwa dengan
menggunakan Informasi Teknologi yang selanjutnya disebut  IT dapat membantu
proses bisnis menghasilkan sesuatu yang berguna (Budiono, 2010: 46). Awalnya
IT hanya  dipergunakan  dalam  hal  proses  hitung-menghitung,  namun  seiring
perkembangan waktu, teknologi dan dorongan agar dapat mempermudah proses
entitas  bisnis  maupun  instansi-instansi,  maka  IT sekarang  digunakan  untuk
mempermudah  berbagai  proses  bisnis  (Setiawan,  2010:  219).  IT dapat
mempermudah entitas bisnis/instansi agar dapat menggapai visi dan misi dalam
1
2usahanya.  Adapun  tantangan  bisnis  sekarang  ini  yakni  meningkatkan  kinerja
usaha, meningkatkan  ROI  (Return On Investment), meminimalkan biaya, waktu
pada pasar dan meminimalkan resiko pada dunia bisnis yang selalu berubah.
Kinerja  merupakan  tergapainya sebuah  tujuan  akan  aktivitas  atau
pekerjaan tertentu agar dapat tercapainya tujuan entitas yang dapat dilihat dengan
adanya standar. Dengan kata lain kinerja keuangan perusahaan dapat juga disebut
suatu penentu yang dapat mengukur akan baik buruknya suatu entitas bisnis. Alat-
alat  analisis  keuangan  diperlukan  guna  melihat  bagaimana  kondisi  keuangan
perusahaan (Wati,  2012: 2). Penilaian kinerja  perusahaan  memiliki  tujuan agar
dapat  mengetahui  efektivitas  operasional  perusahaan.  Pengukuran  kinerja non
financial dan  financial adalah  dua  hal  yang  menjadi  pengukuran  perusahaan
(Gozali, 2012: 40). 
Kemajuan  IT sekarang  ini  telah  menjadi  suatu  keperluan  yang  begitu
penting  pada  hampir  semua entitas  bisnis  baik  itu  pada  instansi  pemerintahan
maupun  swasta  sebagai  pendukung  untuk  dapat  mengefektifitas  serta
mengefisiensi proses kinerja, agar hal tersebut dapat terpenuhi suatu perusahaan
membutuhkan suatu pengelolaan IT yang sesuai, sehingga manfaat IT dapat lebih
memiliki  manfaat  bagi  kelangsungan  perusahaan  (Hakim  dkk.,  2014:  105).
Dermawan dkk.  (2012:  3) menjelaskan bahwa  control objective for information
and related technology yang selanjutnya disebut COBIT dapat digunakan sebagai
alat untuk mengefektifkan implementasi  IT Governance, yakni sebagai pedoman
manajemen dengan menggunakan semua domain yang ada pada  COBIT.  Yang
mana  domain  yang  ada  pada  COBIT merupakan perencanaan  dan  organisasi
3(planning-organization), akuisisi dan implementasi (acquisition-implementation),
pengiriman  dan  dukungan  (delivery-support),  serta  pengawasan  dan  evaluasi
(monitoring). 
Sebagaimana firman Allah dalam Surah QS An.Nisa (4: 58):
َنِإ ََلا ْمُكُرُمْأَي ْنَأ اوُدَؤُت ِتاَناَملا ىَلِإ اَهِلْهَأ اَذِإَو ْمُتْمَكَح َنْيَب ِساَنلا
ْنَأ اوُمُكْحَت ِلْدَعْلاِب َنِإ ََلا اَمِعِن ْمُكُظِعَي ِهِب َنِإ ََلا َناَك اًعيِمَس
اًريِصَب
Terjemahan: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum  di  antara  manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.
Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran  yang  sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat” (QS An Nisa 58).
Ayat di atas menggambarkan bahwa Allah memerintahkan setiap manusia untuk
berlaku adil  agar perusahaan dapat melaksanakan transparansi dan keterbukaan
kepada investor maupun publik. Ayat di atas juga memerintahkan untuk seorang
pekerja agar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan agar para
pekerja  tidak  melakukan  tindakan  yang  menyalahi  aturan  seperti  korupsi,
penyalahgunaan  wewenang  serta  kecurangan-kecurangan  lainnya.  Berdasarkan
anjuran  Allah  tersebut,  maka  suatu  perusahaan  memiliki  kewajiban  untuk
bertanggung  jawab  atas  apa  yang  di  laporkannya  serta  perusahaan  dapat
mengurangi  resiko  terjadinya  unsur  fraud sehingga  informasi  keuangan  yang
diterbitkan oleh perusahaan akan lebih dipercaya. 
Indonesia dewasa ini, telah menghadapi berbagai permasalahan yang tidak
pernah  terselesaikan  dan  menjadi  ulasan  di  berbagai  perusahaan  yaitu  adanya
4korupsi di berbagai bidang baik dari jajaran yang paling rendah sampai kepada
tingkatan  pemilik  jabatan  tertinggi  (Rapina  dan  Eliezer,  2011:  101).  Laporan
keuangan yang telah diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya
disebut  BUMN di  Indonesia  sering  mengandung  kecurangan-kecurangan  yang
tidak terdeteksi oleh standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sendiri
(Murdijaningsih,  2012:  2).  Karena,  BUMN-BUMN  di  Indonesia  sekarang  ini
selain  bersaing di  dalam negeri  juga  sekarang harus  go public ke luar  negeri,
sehingga  dengan  laporan  keuangan  yang  akuntabel  dan  dapat  dipertanggung
jawabkan, maka BUMN dapat eksis di dunia usaha. 
Penelitian ini mengambil studi kasus pada salah satu BUMN di Indonesia
yakni  Telkom karena telah  menerapkan  dan  mengimplementasikan PSAK
(Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan)  serta Sarbanes  Oxley  Act yang
selanjutnya disebut SOA sebagai standard compliance and corporate governance
yang baru serta menuntut transparansi dan keterbukaan untuk investor maupun
publik.  PT.  Telkom  pernah  mengalami  keterpurukan  dalam  hal  pelaporan
keuangannya,  namun  sekarang  Telkom  merupakan  satu-satunya  perusahaan
BUMN yang telah listing di New York Securities Exchange yang kemudian dapat
disebut NYSE dan telah menerapkan SOA. Dengan menerapkan SOA, Telkom kini
telah  berhasil  menyajikan  pelaporan  keuangan  yang  akuntabel,  transparan  dan
bertanggungjawab. 
Karena Telkom telah berhasil dalam penggunaan SOA  sebagai standard
compliance and corporate  governance sehingga harapan bagi  perusahaan lain,
bahwa Telkom ini  dapat  menjadi  pelopor  BUMN mapupun perusahaan swasta
5lain  agar  dapat  mengembangkan  Financial  Reporting  Governance  dan
pengendalian  internal  berbasis  SOA  sebagai  kesadaran  bagi  entitas  untuk
melaksanakan  praktik  yang  sehat.  SOA  menawarkan  suatu  standar  audit  yang
lebih komprehensif, transparan dan akuntabel baik kepada investor maupun publik
sehingga  kecurangan  akan  laporan  keuangan  dapat  dihindari  sehingga  tingkat
tindak  pidana  korupsi  juga  bisa  dihindari. Namun,  perusahaan  juga  harus
mempertimbangkan kelebihan serta kekurangan dari penerapan SOA ini. 
Menurut  Djaddang dan Lysandra (2015:  83) Sebelum perusahaan ingin
menerapkannya,  hal  yang  harus  dipertimbangkan  yaitu  keterbatasan  dari  SOA
yang  pertama  adalah  memfokuskan  pada  pemberian  sanksi  dan  perlakuan
terhadap  subject, namun pada kenyataanya kebanyakan kasus fraud yang terjadi
bukan  hanya terjadi karena individu yang melakukannya (Moral Hazard) tapi
lebih  dikarenakan  adanya  permainan  dalam  system serta  yang  kedua  adalah
perusahaan harus mengeluarkan biaya yang besar sebab harus mengalokasikan biaya
untuk audit internal, audit eksternal perusahaan dan biaya untuk dapat listing di New
York Securities Exchange.
Hingga saat ini, komisi pasar bursa Indonesia belum mengadopsi peraturan
ini untuk diterapkan pada perusahaan yang sahamnya sudah diperdagangkan di
pasar bursa dalam negeri. Dengan mengacu kepada pengalaman Amerika Serikat,
apalagi  mengingat  keterpurukan  perekonomian  Indonesia  salah  satunya
disebabkan oleh buruknya corporate governance dan semakin banyak perusahaan
Indonesia go public di dalam maupun luar negeri, sudah seyogyanya pihak-pihak
yang  berkompeten  seperti  DPR,  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK),  dan  Ikatan
6Akuntan  Indonesia  segera  membuat  atau  mengadopsi  undang-undang  dan
peraturan yang serupa dengan SOA. SOA juga dapat diterapkan pada perusahaan
non listing meskipun pada dasarnya diterapkan pada perusahaan listing (Nourayi
dkk., 2012: 465).  
Telah banyak penelitian yang telah dilakukan baik itu penelitian tentang
IT Governance, COBIT dan SOA. Diantaranya penelitian Djaddang dan Lysandra
(2015)  yang  meneliti  tentang  model  pengendalian  internal  berbasis  Sarbanes
Oxley Act dan keandalan pelaporan keuangan yang mengambil studi internal audit
pada perusahaan publik di Indonesia menyatakan bahwa penerapan  SOA apabila
dilaksanakan pada pengendalian internal itu tidak akan mempengaruhi opini audit,
namun kualitas audit akan dapat dipengaruhi oleh keandalan pelaporan keuangan.
Surbakti (2012) yang meneliti tentang  managing control object for IT (COBIT)
sebagai  standar  framework  pada  proses  pengelolaan  IT  Governance  dan  audit
sistem informasi menyatakan bahwa  COBIT memiliki kerangka akan proses  IT
yang lebih luas dan lebih detail dibandingkan dengan  Committee of Sponsoring
Organizations  of  the  Treadway  Commission selanjutnya  disebut  COSO   yang
mempunyai detail yang dangkal. 
Dengan melihat dari berbagai penelitian terdahulu disini  IT Governance
yang berfokus kepada performa  IT serta manajemen resiko dapat menggunakan
COBIT yang menyediakan kerangka kerja  untuk  IT agar  dapat  selaras  dengan
tujuan bisnis dan bila disandingkan dengan  SOA yang dijadikan sebagai standar
akan akuntabilitas pelaporan keuangan, pengendalian internal serta pengauditan,
maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang  berjudul  “Analisis
7Penerapan  IT  Governance Menggunakan  Cobit  Framework dan  Sarbanes
Oxley dalam Mendukung Corporate Financial Performance (Studi kasus pada
Telkom)”. 
B. Rumusan Masalah
Dari  permasalahan,  uraian dan beberapa penelitian yang telah dijelaskan
diatas maka artikel ini mencoba membahas  IT Governance yang didukung oleh
COBIT serta SOA.  COBIT  dapat digunakan sebagai alat untuk mengefektifkan
implementasi  IT  Governance,  yakni  sebagai  management  guideline dengan
menerapkan  seluruh  domain  yang  terdapat  dalam  COBIT.  Serta SOA yang
merupakan sebuah  produk hukum  di Amerika Serikat (AS) yang mengatur
tentang akuntabilitas, praktik akuntansi, keterbukaan informasi dan termasuk tata
cara pengelolaan data di perusahaan publik sehingga menarik untuk dikaji apabila
diinternalisasikan  dengan  IT  Governance.  Karena,  pada  saat  ini  Indonesia,
memang  tidak  memiliki  undang-undang  yang  mengatur  sekomprehensif.
Berdasarkan  masalah  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  yang  menjadi
rumusan masalah pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  analisis  penerapan  IT  Governance dengan  COBIT dan
Sarbanes Oxley dapat mendukung corporate financial performance?
2. Bagaimanakah  penerapan  tata  kelola  teknologi  informasi  yang baik
menurut COBIT?
3. Bagaimana  penerapan  Sarbanes  Oxley terhadap  IT  Governance
sehingga dapat mendukung corporate financial performance?
8C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan diatas maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:
1. Untuk  mengetahui  penerapan  IT  Governance dengan  COBIT dan
Sarbanes Oxley dapat mendukung corporate financial performance.
2. Untuk mengetahui  penerapan tata  kelola  teknologi  informasi  yang baik
menurut COBIT.
3. Untuk  mengetahui  penerapan  Sarbanes  Oxley terhadap  IT  Governance
sehingga dapat mendukung corporate financial performance.
D. Manfaat Penelitian
Kegunaan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat  teoretis.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat
dalam menambah pengetahuan akan teori  stakeholder terutama pada  IT
Governance dengan  COBIT.  Istilah  stakeholder  pertama  kali
diperkenalkan oleh  Standford Research Institute (RSI).  Hingga Freeman
mengembangkan  eksposisi  teoritis  mengenai  stakeholder  ditahun  1984
dalam  karyanya  yang  berjudul  Strategic  Management:  A  Stakeholder
Approach. Karena  dianggap  kurang  memadainya  teori  agensi  dalam
perkembangannya  yang  hanya  melibatkan  pihak  manajemen  dan  pihak
pemilik perusahaan dengan mengabaikan pihak lain yang juga memiliki
kepentingan terhadap perusahaan. Sehingga dari  keterbatasan akan teori
agensi  tersebut  maka,  teori  stakeholder mulai  diimplementasikan  untuk
konsep Corporate Governance.
92. Manfaat  praktis.  Bagi  perusahaan  Telkom  yang  menjadi  unit  analisis
tulisan ini adalah dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan
kinerja  keuangan  kedepannya.  Karena  dengan  adanya  IT  Governance
dapat meningkatan proses bisnis perusahaan melalui struktur yang terkait
dengan IT menuju ke arah tujuan strategis perusahaan. Tata kelola IT (IT
Governance) memadukan best practices proses perencanaan, pengelolaan,
penerapan, pelaksanaan dan pengawasan kinerja untuk memastikan bahwa
IT benar mendukung pencapaian perusahaan.
3. Manfaaat regulasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi OJK
(Otoritas Jasa Keuangan) untuk menerapkan  Sarbanes Oxley di Indonesia
karena  relevan  untuk dapat  menyempurnakan  sistem kontrol  perusahaan,
peningkatan efektifitas dan independensi auditor eksternal yang merupakan
hal yang dibutuhkan di Indonesia.
E. Penelitian Terdahulu
Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu
Penelitian
dan Tahun
Judul Penelitian Jenis
Penelitian
Hasil Penelitian
Mahendra
dkk. 2005
Pengaruh  Kinerja
Keuangan  Terhadap
Nilai  Perusahaan  Pada
Perusahaan Manufaktur
di  Bursa  Efek
Indonesia.
Kuantitatif Likuiditas tidak
berpengaruh  secara
signifikan  akan  nilai
perusahaan. Kebijakan
deviden juga  tidak
mampu  secara
signifikan memoderasi
pengaruh
profitabilitas terhadap
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nilai perusahaan.
Budiono,
2010
Audit  Kinerja  Sistem
Informasi  Manajemen
Pemeliharaan  Unit
Pembangkit  Listrik
Berbasis Cobit Domain.
Kualitatif Kualifikasi  audit
kinerja  harus
ditingkatkan  untuk
menjamin  mutu  hasil
audit  serta  menjamin
kaderarisasi  yang
sehat  antara  para
auditor.  Perlu
penambahan  prosedur
baku  yang  mengenai
ijin  pemgembangan
software aplikasi  agar
tidak menyalahi aturan
perusahaan yang telah
ada.
Setiawan,
2010
IT  Governance &
Penggunaan  COBIT
Framework.
Kualitatif IT  Governance  adalah
rangkaian  kegiatan
pengambilan
keputusan  serta
penentuan  kerangka
kerja  akuntabilitas
yang  tepat  dalam
penggunaan  IT pada
suatu  perusahaan.
Prinsip  dasar  dari
Cobit Framework
yaitu  untuk
menghubungkan
keinginan  manajemen
IT dengan  tanggung
jawab manajemen IT. 
Rapina  dan
Eliezer, 2011
Pencegahan
Kecurangan  dalam
Pelaporan  Keuangan
oleh  Eksekutif
Perusahaan berdasarkan
Sarbanes  Oxley  Act
Section 302.
Kualitatif Sarbanes  Oxley
section  302
berpengaruh  positif
terhadap  peranan
eksekutif  perusahaan,
Fraudential  financial
reporting  dan
eksekutif  perusahaan
dalam  mencegah
adanya  fraud  pada
laporan keuangan.
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Gozali, 2012 Dampak  Penerapan
Prinsip-Prinsip  Good
Corporate  Governance
Terhadap  Kinerja
Keuangan Perusahaan.
Kualitatif Dengan  adanya
prinsip-prinsip  Good
Corporate
Governance   maka
pihak-pihak  yang
terkait  di  perusahaan
memiliki  tanggung
jawab  yang  jelas  dan
sesuai  dengan
peraturan  yang
berlaku.  Prinsip  GCG
diharapkan  dapat
meningkatkan kualitas
laporan  keuangan
sehingga  juga  dapat
menambah
kepercayaan  pemakai
laporan  keuangan
termasuk investor.
Nourayi  dkk.
2012
Impact  of  Corporate
Governance  and  the
Sarbanes Oxley Act on
CEO Compensation
Kuantitatif Corporate
Governance  tidak
berpengaruh
signifikan  terhadap
Sarbanes  Oxley.
Begitu  pula  dengan
kompensasi  CEO juga
tidak  berpengaruh
signifikan akan SOA. 
Djaddang dan
Lysandra,
2015
Model  Pengendalian
Internal  Berbasis
Sarbanes Oxley Act dan
Keandalan  Pelaporan
Keuangan
Kualitatif Penerapan  Sarbanes
Oxley  yang
dilaksanakan  dengan
baik  akan  berpotensi
dalam perolehan opini
audit  wajar  tanpa
pengecualian.  Apabila
keandalan  laporan
keuangan  telah
relevan maka
berpotensi
memperoleh  opini
audit  wajar  tanpa
pengecualian.
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BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Stakeholder Theory
Perkembangan  bisnis  sekarang  ini menuntut  perusahaan  agar  lebih
memerhatikan seluruh pemangku kepentingan yang ada dan tidak terbatas hanya
kepada pemegang saham.  Karena  hal  tersebut,  selain  merupakan tuntutan  etis,
juga  diharapkan  akan  mendatangkan  manfaat  ekonomi  serta  menjaga
perkembangan bisnis  perusahaan.  Maka  dari itu keterkaitan  hubungan  antara
perusahaan bersama seluruh pemangku kepentingan tersebutlah, teori stakeholder
kemudian dikembangkan (Djaddang dan Lysandra, 2015: 84). PT. Telkom disini
dituntut  untuk  lebih  memperhatikan  para  pemangku  kepentingan  seperti
masyarakat  yang  menjadi  wadah  bisnisnya.  Dalam  penelitian  Ekasari  dan
Christine  (2012:  197) menyatakan bahwa  stakeholder memiliki  pengaruh yang
cukup besar serta perusahaan tidak dapat terlepas dari para pihak yang memiliki
kepentingan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  sebab  mereka  dapat
mempengaruhi  penggunaan  sumber-sumber  keuangan  yang  digunakan
perusahaan.  Telkom  sampai  sekarang  ini  tidak  akan  bisa  bertahan  bila  tidak
memerhatikan kebutuhan serta keinginan para pemangku kepentingan.
Teori  yang  mendasari  penelitian  ini  adalah  stakeholder  theory.  Teori
stakeholder  lebih  memperhatikan posisi  para  stakeholder  yang  dianggap
powerfull. Kelompok  stakeholder  inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi
perusahaan dalam mengungkapkan atau tidak mengungkapkan suatu informasi di
dalam  laporan  keuangan.  Dalam  pandangan  teori  stakeholder,  perusahaan
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memiliki  stakeholders bukan sekedar  shareholder. Kelompok-kelompok ‘stake’
tersebut  meliputi  pemegang  saham,  karyawan,  pelanggan,  pemasok,  kreditor,
pemerintah, dan masyarakat. Istilah  stakeholder  pertama kali diperkenalkan oleh
Standford Research Institute (RSI). Hingga Freeman mengembangkan eksposisi
teoritis  mengenai  stakeholder  ditahun  1984  dalam  karyanya  yang  berjudul
Strategic Management: A Stakeholder Approach. Freeman  dan mcvea  (2001:  4)
mendefinisikan bahwa  stakeholder  merupakan kelompok maupun individu yang
dapat  memengaruhi  atau  dipengaruhi  oleh  proses  pencapaian  tujuan  suatu
organisasi.
Akuntabilitas ataupun responsibilitas perusahaan seharusnya ditunjukkan
secara lebih luas lagi dan tidak hanya kepada shareholder (pemegang saham), hal
tersebutlah  yang  mendasari  dibangunnya  asumsi  teori  stakeholder karena
perkembangan  perusahaan  dapat  memicu  masyarakat  untuk  memerhatikannya.
Menurut  Warsono  dkk. (2009:  36) terdapat  tiga  argumen  yang  mendukung
pengelolaan perusahaan berdasarkan perspektif teori  stakeholder, yakni argumen
deskriptif, argumen instrumental dan argumen normatif.  Pengelolaan perusahaan
akan  cara  pengoperasionalan  serta  cara  kerjanya  akan  menjadi  perhatian  para
pemangku kepentingan dengan melihat secara sederhana berupa deskripsi yang
realistis  merupakan  argumen  deskriptif.  Argumen  instrumental  menyatakan
strategi perusahaan dapat dinilai berdasarkan bagaimana sikap manajemen kepada
para  pemangku  kepentingan.  Argumen  normatif  menyatakan  bahwa  sikap
manajemen kepada para pemangku kepentingan merupakan hal yang benar untuk
dilakukan. 
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COBIT memberikan manajer,  auditor,  dan pengguna  IT dengan satu set
secara  umum  langkah-langkah,  indikator,  proses  dan  praktik  terbaik  untuk
membantu  mereka  dalam  memaksimalkan  manfaat  yang  diperoleh  melalui
penggunaan  IT dan pengembangan tata kelola  IT yang sesuai dan pengendalian
dalam  sebuah  perusahaan. IT  governance menggabungkan  good  practice dari
perencanaan  dan  pengorganisasian  IT,  pembangunan  dan  pengimplemantasian,
delivery dan support,  serta  memonitor  kinerja  IT untuk  memastikan  kalau
informasi perusahaan dan teknologi yang berhubungan mendukung tujuan bisnis
perusahaan (Safitri, 2013: 53). 
IT  Governance  merupakan  bagian  terpenting  didalam  Corporate
Governance  yang  diatur  dalam  SOA.  Berbagai  pemikiran  mengenai  Sarbanes
oxley berkembang dengan bertumpu pada stakeholder theory di mana pengelolaan
yang dilakukan perusahaan berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan,
baik  yang  ada  dalam perusahaan maupun  yang  di  luar  perusahaan.  SOA
diharapkan  dapat  memberikan  keyakinan  kepada  investor  bahwa  mereka  akan
menerima  tingkat  pengembalian  atas  dana  yang  telah  mereka  investasikan,
perusahaan dapat  meningkatkan  citra  (image)  yang positif  di  mata  publik  dan
pemangku kepentingan lainnya (stakeholder).
B. IT Governance
IT  Governance adalah bagian  penentu  atas  kesuksesan  pengaturan
perusahaan  atau  institusi. Berdasarkan  dari standar  efisiensi  dan  efektivitas
perbaikan pengukuran  yang ada kaitannya dengan proses entitas bisnis. Dengan
adanya IT Governance, entitas bisnis bisa saja dengan mudah untuk mendapatkan
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keunggulan  terhadap  informasi,  keuntungan  yang  maksimum,  modal,  peluang
serta keunggulan kompetitif dalam bersaing (Setiawan, 2010: 223).
Perusahaan yang bergerak dibidang informasi, seharusnya perusahaan ini
selalu  berusaha  untuk  memanfaatkan  penggunaan  teknologi  informasi  untuk
pengelolaan  perusahaannya  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  agar
dapat meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan. Jaringan IT dapat
mengintegrasi seluruh pengoperasian jaringan semua infrastrukturnya seperti alat
produksi,  sistem  keuangan,  logistik,  sumber  daya  manusia  hingga  pelayanan
kepada  para  pemangku  kepentinan  seperti  karyawan,  pelanggan,  vendor  dan
lainnya  (Imancal,  2014:  15).  Menurut Lawrence  dan  Weber  (2014:  54)  ada
beberapa penyebab pentingnya tata kelola untuk sebuah perusahaan, diantaranya
yaitu: 
1. Kerugian karena kehilangan data. Kerugian bagi perusahaan yaitu apabila
terjadi  kehilangan  data  baik  itu  yang  disengaja  maupun  yang  tidak
disengaja. Karena Data merupakan aset yang begitu berharga pada setiap
perusahaan. 
2. Sistem  IT dapat  membantu  memudahkan  pihak  manajemen,  apabila
melakukan  pengambilan  keputusan  yang  salah.  Contohnya  untuk
menghasilkan  kinerja  IT yang  lebih  baik,  dapat  digunakan  Decision
Support  System  (DSS) agar  para  manajemen  dapat  menentukan
keputusan/kebijakan yang seharusnya dijalankan.
3. Risiko kebocoran data. Tingkat kebocoran data kepada pihak yang tidak
berkepentingan dapat dikurangi dengan melakukan pengolahan data yang
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baik.  Penerapan  sistem  pengolahan  dan  dokumentasi  data  yang  benar
dapat meminimalkan adanya kebocoran data perusahaan.
4. Penyalahgunaan komputer. Sistem  IT terkadang diganggu oleh beberapa
orang yang memang memliki keahlian serta kepintaran dalam hal tersebut
seperti  hacker dan  cracker.  Misalnya  orang-orang  yang  memiliki
kelebihan  dalam  hal  IT terkadang  menggunakan  kepintarannya  untuk
mengganggu sistem IT.
5. Kerugian  akibat  kesalahan  proses  perhitungan.  Peralihan  sitem
kompetarisasi lama ke sistem yang baru dapat mengakibatkan kesalahan
perhitungan  data.  Dan  dibutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  jika  ingin
mengetahui letak kesalahan perhitungan data karena pergantian sistem.
6. Tingginya nilai investasi  IT.  Membutuhkan biaya yang cukup besar dan
memungkinkan manfaat  atas  investasi  kepada perusahaan tersebut  tidak
optimal apabila tata kelola IT tidak menerapkan sistem perencanaan yang
matang.
Kegiatan entitas  bisnis  baik  swasta  maupun  pemerintahan memerlukan
informasi  dari  aktivitas  IT agar  dapat  menyatukan  tujuan  bisnis.  Perencanaan
strategis serta aktivitas  IT merupakan penyebab kesuksesan perusahaan (Aviana,
2012:  68). Untuk  dapat  mengintegrasikan  tujuan  bisnis,  aktivitas  perusahaan/
institusi membutuhkan informasi dari kegiatan IT (Setiawan, 2010: 224). 
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Gambar 2.1.
Aktivitas Perusahaan
Membutuhkan
Informasi Dari
Sumber: Setiawan, 2010: 224
C. Sarbanes Oxley
Undang-undang ini dicetuskan oleh Senator Paul Sarbanes (Maryland) dan
Representative Michael  Oxley  (Ohio),  dan  telah  ditandatangani  oleh  Presiden
George  W.Bush  pada  tanggal  30  Juli  2002.  Undang-undang  ini  dikeluarkan
sebagai  respon dari  Kongres  Amerika  Serikat  terhadap  berbagai  skandal  pada
beberapa korporasi  besar seperti:  Enron, WorldCom (MCI), AOL TimeWarner,
Aura  Systems,  Citigroup,  Computer  Associates  International,  CMS  Energy,
Global  Crossing,  HealthSouth,  Quest  Communication,  Safety-Kleen  dan Xerox
yang juga melibatkan beberapa KAP yang termasuk dalam  the big five seperti:
Arthur Andersen,  KPMG dan  PWC (Rockness dan Joanne,  2005: 31)  .  Semua
skandal ini merupakan contoh tragis bagaimana fraud schemes berdampak sangat
Aktivitas
Perusahaan
Aktivitas IT
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buruk  terhadap  pasar,  stakeholders  dan  para  pegawai  (Jahmani  dan  Dowling,
2008: 57).
Dengan  diterbitkannya  undang-undang  ini,  ditambah  dengan  beberapa
aturan pelaksanaan dari Securities Exchange Commision (SEC) dan beberapa self
regulatory bodies lainnya,  diharapkan akan meningkatkan standar akuntabilitas
korporasi,  transparansi  dalam  pelaporan  keuangan,  memperkecil  kemungkinan
bagi perusahaan atau organisasi  untuk melakukan dan menyembunyikan  fraud,
serta  membuat  perhatian  pada  tingkat  sangat  tinggi  terhadap Good Corporate
Governance yang kemudian disebut  GCG.  Saat ini,  corporate governance  dan
pengendalian internal bukan lagi sesuatu yang mewah, karena kedua hal ini telah
disyaratkan oleh undang-undang (Rapina dan eliezer, 2011: 104).
Perusahaan sangat perlu  Sarbanes Oxley untuk menunjukkan kepada
masyarakat bahwa  perusahaan tersebut tidak ada unsur  fraud (manipulasi)  di
dalamnya  khususnya  pada  perusahaan  publik  yang  semestinya  mempunyai
kepercayaan terhadap masyarakat (Murdijaningsih,  2012:  5). Sarbanes  Oxley
Act juga akan  bisa meningkatkan  perlindungan  untuk  pegawai  sebab  SOA
mewajibkan seluruh perusahaan publik  untuk membuat  suatu sistem pelaporan
yang  memungkinkan  bagi  pegawai  untuk  melaporkan apabila terjadi
penyimpangan. Sistem pelaporan hotlines tersebut dapat mendorong para pegawai
agar dapat melaporkan bila terjadi penyimpangan dan mereka dapat merasa aman
dari tindakan pembalasan dari yang dilaporkan dan inilah elemen penting serta
kritis untuk program pencegahan fraud (manipulasi). 
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SOA memiliki peranan yang penting dalam mendeteksi kecurangan laporan
keuangan dan juga kualitas dari audit (Lai, 2003: 4), namun secara garis besar dapat
ditarik kesimpulan bahwa SOA memiliki dua tujuan utama yakni diantaranya: tujuan
pertama  SOA yakni  menahan  eksekutif yang  bertanggung  jawab  atas  tindakan
mereka. Dimana, SOa telah membantu banyak untuk memperbaiki hukum yang ada
pada perusahaan,  karena sebelumnya digunakan untuk menghindari  surat hukum.
Hal  ini  juga  mengakibatkan  perusahaan  untuk  membenahi  manajemen  puncak,
menggantikan anggota dewan dan memikirkan kembali perencanaan manajerial dan
proses  pelaporan. Tujuan  kedua  yakni  memberikan  sanksi  berat untuk  yang
melanggar  serta  memaksa  perusahaan  agar  dapat  mematuhinya  dengan  adanya
ancaman hukum pidana. 
Secara  umum  SOA  terdiri  dari  tiga  bagian  penting  yang  harus
diperhatikan  oleh manajemen perusahaan publik, yaitu:  Seksi 404, 906,   dan 302.
Peraturan   ini sudah mulai dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan publik di
AS  sejak  dikeluarkannya  peraturan  tersebut,  Juli  2002  namun  yang  menjadi
penekanan adalah seksi 302 dan seksi 404. Roza (2013: 7) menyatakan bahwa seksi
404 berisi peraturan yang mewajibkan manajemen untuk menilai internal  control
yang sudah dilaksanakan atas laporan keuangannya serta pengesahan dari auditor
eksternal.  Seksi  906 berisi  peraturan  yang mewajibkan  manajemen  perusahaan
secara berkala untuk melaporkan segala sesuatu menyangkut informasi keuangan
yang juga tunduk kepada peraturan bursa saham, serta menyatakan dengan benar
kondisi   laporan keuangan dan hasil operasi  perusahaan.  SOA seksi 302 berisi
peraturan yang hampir sama dengan seksi 906, tetapi seksi  302 berisi tambahan
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atas pengungkapan yang berhubungan dengan pengungkapan internal control dan
prosedurnya, serta internal control dan penipuan/kecurangan. 
D. COBIT
Control  Objective  for  Information  and  Related  Technology  (COBIT)
memberikan  kebijaksanaan  yang jelas  dan  praktik  yang baik  dalam tata  kelola
teknologi  informasi dengan membantu manajemen senior dalam memahami dan
mengelola resiko yang terkait dengan tata kelola teknologi informasi dengan cara
memberikan  kerangka  kerja  cara  teknologi  informasi  dan  panduan  tujuan
pengendalian  terinci/detailed  control  objective  bagi  pihak  manajemen,  pemilik
proses bisnis, pengguna dan juga auditor (Surbakti, 2012: 4).  COBIT merupakan
sekumpulan  dokumentasi  best  practice  untuk  IT  Governance yang  dapat
membantu  auditor,  pengguna  (users)  serta  manjemen  untuk  menjembatani  gap
antara  resiko  bisnis,  kebutuhan kontrol  dan masalah-masalah  teknis  IT.  COBIT
bermanfaat  bagi  auditor  karena  merupakan  teknik  yang dapat  membantu  untuk
identifikasi  IT  controls  issues.  COBIT bermanfaat  bagi  users sebab agar  dapat
memperoleh  keyakinan  atas  kehandalan  sistem  aplikasi  yang  digunakan.
Sedangkan bagi manajer memiliki manfaat  untuk mengambil keputusan investasi
dibidang  IT serta  infrastrukturnya,  menyusun  strategic  IT  plan, memutuskan
information  architecture serta  keputusan  terhadap  procurement (pengadaan/
pembelian) mesin (Tambotoh dan Latuperissa, 2014: 13).   
Untuk  membuat  teknologi  informasi  berhasil  dalam  menyampaikan
kebutuhan  bisnis  perusahaan,  manajemen  harus  membuat  sistem pengendalian
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internal  atau  kerangka  kerja.  Kerangka  kerja  COBIT memberikan  kontribusi
pengendalian kebutuhan ini dengan (Pribadi, 2015: 117) :
1. Membuat link degan kebutuhan bisnis perusahaan.
2. Mengorganisasikan kegiatan teknologi informasi dalam suatu proses yang
berlaku umum.
3. Mengidentifikasi sumber daya teknologi informasi utama yang dihitung.
4. Menentukan tujuan pengendalian manajemen.
E. Corporate Financial Performance
Perbandingan dengan beberapa standar merupakan dasar pengukuran atas
pola  tindakan  yang digunakan  demi  tercapainya  tujuan,  merupakan  pengertian
dari kinerja atau performance (Gozali, 2012: 41). Pengukuran kinerja perusahaan
dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni pengukuran kinerja non keuangan (non
financial performance measurement) dan pengukuran kinerja keuangan (financial
performance measurement). Informasi yang digunakan dalam mengukur kinerja
keuangan  adalah  informasi  keuangan  (financial  information),  yakni  informasi
akuntansi  manajemen  dan  informasi  akuntansi  keuangan  seperti  laba  sebelum
pajak,  tingkat  pengembalian  investasi  dan  sebagainya.  Kinerja  keuangan
merupakan salah satu hal yang dapat menunjukkan efektivitas dan efisiensi suatu
entitas bisnis agar dapat mencapai tujuannya (Bukhori dan Raharja, 2012: 56). 
Kinerja  keuangan juga merupakan gambaran setiap hasil  ekonomi yang
mampu di raih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas
perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat
diukur  perkembangannya  dengan  mengadakan  analisis  terhadap  data-data
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keuangan  yang  tercermin  dalam  laporan  keuangan.  Masyarakat  atau  calon
investor dalam berinvestasi mempertimbangkan beberapa hal yang berhubungan
dengan  informasi  yang  dapat  mereka  pergunakan  sebagai  dasar  keputusan
investasi  (Mahendra  dkk.,  2012:  132).  Informasi  posisi  keuangan  dan  kinerja
keuangan  di  masa  lalu  seringkali  digunakan  sebagai  dasar  untuk memprediksi
posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal lain yang langsung menarik
perhatian pemakai seperti pembayaran deviden, upah, pergerakan harga sekuritas
dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.
Kinerja  keuangan  menurut  Sutrisno  (2012:  215) dapat  diukur  dengan
menggunakan aspek:
1. Return On Equity (ROE), return on equity adalah kemampuan perusahaan
dalam  menghasilkan  keuntungan  dengan  modalnya  sendiri  agar
mendapatkan laba. 
2. Return  On Asset (ROA),  rasio  yang mengukur  kemampuan  perusahaan
memperoleh  laba  dengan  menggunakan  total  aset  (kekayaan)  yang
perusahaan miliki setelah  melakukan  penyesuaian  dengan  biaya-biaya
untuk mendanai aset itu.
3. Net  Profit  Margin  (NPM),  adalah  kemampuan  perusahaan  dalam
mendapatkan penghasilan dari setiap penjualan .
F. Pengendalian Internal
Pengendalian internal menurut  Committee of Sponsoring Organization of
the Tread way Commission (COSO) (2013) adalah proses, yang dipengaruhi oleh
dewan entitas direksi, manajemen serta personal lain, yang dibentuk untuk dapat
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memberikan keyakinan yang sesuai  tentang pencapaian sasaran dalam kategori
berikut:
1. Efektivitas dan efisiensi operasi.
2. Tingkat keandalan pelaporan keuangan.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Pengendalian  internal adalah  proses  yang dirancang  untuk  memberikan
kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas
pelaporan  keuangan,  efektivitas  dan  efisiensi  operasi,  dan  kepatuhan  terhadap
hukum  dan  peraturan  yang  berlaku.  Menurut  Committee  of  Sponsoring
Organization of the Tread way Commission (COSO) (2013) pengendalian internal
satuan usaha terdiri atas komponen-komponen berikut:
1. Lingkungan pengendalian. Inti suatu bisnis adalah orang-orangnya dengan
karakteristiknya  termasuk  integritas,  nilai-nilai,  etika  serta lingkungan
tempat  mereka  bekerja.  Hal-hal  tersebut  merupakan  tanggung  jawab
manajemen  puncak  untuk  mengawasinya  karena  sangat  krusial  bagi
kelangsungan perusahaan.
2. Penaksiran  risiko.  Perusahaan  mesti mewaspadai  serta mengelola  risiko
yang dihadapinya.  Perusahaan juga harus menetapkan mekanisme untuk
mengidentifikasi,  menganalisis,  dan mengelola  risiko-risiko terkait. Dan
juga perusahaan mesti menentukan langkah-langkah apa saja untuk dapat
mengelola resiko tersebut. 
3. Informasi dan komunikasi. Disekitar aktivitas-aktivitas ini terdapat sistem
informasi dan komunikasi. Hal ini memungkinkan karyawan perusahaan
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mendapatkan  dan  menukar  informasi  yang  diperlukan  untuk
melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.
4. Aktivitas pengendalian.  Untuk mengefektifkan tujuan entitas dibutuhkan
penetapan serta pelaksanaan prosedur kontrol serta kebijakan, agar dapat
mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dibutuhkan manajemen.
5. Pemantauan.  Keseluruhan  proses  harus  termonitor  dan  apabila  terdapat
kekurangan yang  signifikan seharusnya  dilaporkan  pada  manajemen
puncak  dan  dewan  komisaris. Dengan  cara  ini,  sistem  dapat  bereaksi
secara  dinamis  berubah  seiring  dengan  perubahan  kondisi.  Pemantauan
dilakukan disetiap kegiatan operasional perusahaan. 
Menurut Djaddang dkk. (2014: 1545) setiap perusahaan seharusnya lebih
memerhatikan pengendalian internalnya,  karena pengendalian internal  memiliki
beberapa  tujuan.  Adapun  beberapa  tujuan  pengendalian  unternal  diantaranya
yakni: 
1. Keandalan  informasi  keuangan:  Pengendalian  internal  ini  membuat
manajemen  bertanggung  jawab  menyiapkan  laporan  keuangan  untuk
kepentingan pihak intern dan ekstern perusahaan. Laporan yang disajikan
harus dapat diandalkan.
2. Kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku:  Pengendalian
internal  ini  dimaksudkan  agar  organisasi  melakukan  kegiatannya  sesuai
dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
3. Efektivitas dan efisiensi operasi: Pengendalian internal dalam perusahaan
merupakan alat  untuk mengurangi  kegiatan pemborosan dan mengurangi
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penggunaan  sumber  daya  yang  tidak  efektif  dan  efisien  dalam  operasi
perusahaan.
G. Kegunaan Sarbanes Oxley Terhadap Corporate Financial Performance
Sarbanes Oxley Act (SOA) dirancang untuk mencegah terulangnya kasus-
kasus  keuangan  seperti  yang  dilakukan  Enron,  WorldCom,  Adelphia,  dan  lain
sebagainya.  SOA merupakan  konsep  yang  menekankan  pentingnya  hak  para
pemegang saham dan investor untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat
dan tepat  waktu tentang  semua informasi  kinerja  perusahaan,  kepemilikan,  dan
shareholders.  Dampaknya  dirasakan  secara  global,  karena  perusahaan  publik
Amerika Serikat berdomisili di banyak penjuru dunia.
Proses  perusahaan  dalam  perbaikan  atas  pengukuran,  agar  dapat
memberikan  jaminan  akan  efektifitas  seta  efisiensi  untuk  dapat  menyukseskan
pengaturan perusahaan merupakan pengertian akan IT Governance (Pribadi, 2015:
117).  Pengaturan  perusahaan  serta  sistem  atas  perusahaan  diarahkan  dan
dikendalikan melalui kumpulan dan arahan IT Governance. Pada saat yang sama,
IT dapat menyiapkan masukan kritis  serta komponen penting untuk perencanaan
strategis. Untuk membuat IT berhasil dalam menyiapkan kebutuhan bisnis entitas,
manajemen mesti membuat sistem pengendalian internal atau kerangka kerja. 
Untuk  dapat  mengerti  kerangka  kerja  COBIT,  mesti  diketahui  bahwa
COBIT  memiliki  karakteristik  utama.  Karakteristik  utama  dari  kerangka  kerja
COBIT  yakni,  fokus  pada  bisnis,  orientasi  pada  proses,  berbasis  control dan
dikendalikan  oleh  pengukuran  (Pribadi,  2015:  117).  Kerangka  kerja  COBIT
memberikan kontribusi pengendalian kebutuhan tersebut dengan:
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1. Membuat link dengan kebutuhan bisnis entitas.
2. Mengorganisasikan kegiatan teknologi informasi dalam suatu proses yang
berlaku umum.
3. Mengidentifikasi sumber daya teknologi informasi utama yang dihitung.
4. Menentukan tujuan pengendalian manajemen.
Salah satu bagian dari SOA yang terkenal rumitnya adalah SOA seksi 404,
seksi  ini  mewajibkan  manajemen  perusahaan  yang  terdaftar  di  pasar  modal
Amerika Serikat untuk melaporkan efektivitas pengendalian internal atas pelaporan
keuangan dan atestasi auditor eksternal mengenai efektivitas pengendalian internal
atas  pelaporan  keuangan.  Kros  dan  Nadler  (2011:  64)  mengemukakan  bahwa
laporan  manajemen  mengenai  efektivitas  pengendalian  internal  atas  pelaporan
keuangan harus memuat : 
1. Tanggung jawab manajemen untuk membangun dan memelihara struktur
pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai. 
2. Kerangka  (framework)  yang  digunakan  oleh  manajemen  untuk
mengevaluasi  efektivitas  pengendalian  internal  atas  pelaporan  keuangan
yaitu COBIT.
3. Penilaian  (assessment)  manajemen  mengenai  efektivitas  pengendalian
internal  atas  pelaporan  keuangan  pada  akhir  tahun,  termasuk
pengungkapan  kelemahan  yang  material  (material  weakness)  mengenai
pengendalian  internal  atas  pelaporan  keuangan  perusahaan  yang
teridentifikasi oleh manajemen pada saat dilakukan penilaian (assessment).
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4. Laporan  atestasi  auditor  eksternal  terhadap  assessment manajemen
terhadap efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. 
Salah satu alat pengukuran atas kinerja suatu sistem teknologi informasi
yakni model kematangan (maturity level) dari COBIT. Arumana dkk. (2014: 163)
menyatakan  bahwa  model  kematangan  dimaksudkan  untuk  mengetahui
keberadaan  persoalan  yang  ada  serta  bagaimana  menentukan  prioritas
peningkatan.  Model  Kematangan  yang  mengacu  pada  kerangka  kerja  COBIT
yakni:
1. Level 0: non exixtent. Sama sekali tidak ada proses IT yang diidentifikasi.
Perusahaan belum menyadari adanya isu yang dibahas.
2. Level 1:  initial/ad-hoc. Adanya bukti yang memperlihatkan entitas telah
menyadari adanya isu yang mesti dibahas. Tidak ada proses yang tetap,
sebagai gantinya ada pendekatan khusus yang cenderung diterapkan pada
tiap kasus. Pendekatan manajemen secara keseluruhan belum teorganisasi.
3. Level 2:  repeatable but intuitive. Proses telah berkembang dalam tahap
ketika prosedur serupa diikuti oleh orang berbeda yang melakukan tugas
yang  sama.  Tidak  ada  pelatihan  dan komunikasi  formal  atas  prosedur
standar  serta  tanggung jawab diberikan kepada individu.  Adanya suatu
kepercayaan yang tinggi dalam pengetahuan dari individu, oleh sebabnya
kesalahan sering terjadi.
4. Level 3: defined process. Prosedur telah baku dan telah didokumentasikan
dan dikomunikasikan dengan pelatihan. Namun terserah kepada individu
untuk  mengikuti  proses  ini,  maka  dari  itu  penyimpangan  akan  sulit
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terdeteksi.  Prosedur  itu  sendiri  tidaklah  rumit  namun  merupakan
formalitas dari kegiatan yang telah dikerjakan.
5. Level  4:  managed and measurable.  Manajemen melakukan  monitoring
dan pengukuran kepatuhan terhadap prosedur seta pengambilan keputusan
bila proses yang ada, terlihat tidak bekerja dengan efektif.
6. Level  5:  optimazed.  Proses  mencapai  tingkatan  best  practice,  sebagai
hasil  atas  peningkatan  terus-menerus  serta  maturity  modeling dengan
entitas  lain.  Teknologi  Informasi  digunakan  secara  terintegrasi  untuk
mengotomatisasikan  workflow,  menyediakan perangkat  pembantu untuk
meningkatkan  efektivitas  serta  mutu  yang  akan  membuat  perusahaan
dapat secara cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. 
Pengendalian  internal atas  pelaporan  keuangan  perusahaan,  harus
mencakup lima komponen pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan
oleh  manajemen  untuk  memberi  jaminan  yang  memadai  bahwa  tujuan
pengendalian  manajemen  akan  terpenuhi  (Dewi,  2012:  5).  Komponen
pengendalian intern terdiri atas : 
1. Lingkungan  pengendalian  (control  environment).  Merupakan  keadaan
yang mencerminkan tingkat perhatian dan dukungan manajemen terhadap
pengendalian internal. Lingkungan pengendalian merupakan landasan dari
seluruh komponen pengendalian internal. 
2. Penilaian  resiko (risk  assessment).  Merupakan kegiatan  identifikasi  dan
analisis mengenai resiko, baik yang timbul karena faktor eksternal maupun
internal, yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan perusahaan. 
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3. Aktivitas pengendalian (control activities). Merupakan tindakan-tindakan
yang  dilakukan  dalam  suatu  proses  pengendalian  terhadap  kegiatan
perusahaan  pada  setiap  tingkat  dan  unit  dalam  struktur  organisasi
perusahaan,  antara  lain  mengenai  pemisahan  wewenang,  otorisasi,
verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan
keamanan  terhadap  aset  perusahaan,  serta  pengendalian  atas  akses  ke
program dan data. 
4. Informasi dan komunikasi (information and communication). Merupakan
identifikasi,  pencatatan,  penyebaran  dan  penggunaan  informasi  yang
relevan secara tepat waktu dalam rangka menunjang terlaksananya tugas
dan  tanggung  jawab  manajemen  dan  karyawan  termasuk  tugas
pengendalian internal. 
5. Monitoring.  Merupakan  pengujian  dan  pemantauan  atas  efektivitas
pengendalian  internal,  baik  berupa kegiatan  supervisi  langsung maupun
evaluasi berkala. SOA seksi 404 mensyaratkan auditor entitas mengaudit
dan  melaporkan  asersi  manajemen  mengenai  efektivitas  pengendalian
internal untuk menyatakan pendapat atas penentuan manajemen mengenai
efektivitas pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan. 
SOA diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang pada
akhirnya meningkatkan kepercayaan para pemakai  laporan keuangan,  termasuk
investor melalui peningkatan kualitas pengendalian internal (Tackett dkk., 2004:
342). Dalam Sarbanes Oxley (2002) dinyatakan bahwa dalam penerapannya ada
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beberapa seksi yang mengatur tentang peran SOA dalam memperkuat tata kelola
perusahaan selain seksi 404, diantaranya yakni:
1. Seksi  204:  Meningkatkan komunikasi  antara  auditor  dan Komite  Audit
atas  kebijakan  dan praktik  akuntansi  yang penting,  alternatif  perlakuan
akuntansi, dan komunikasi dengan manajemen lainnya yang diwajibkan. 
2. Seksi  301:  Komite  Audit  bertanggungjawab  secara  langsung  atas
pemilihan  dan pengawasan auditor,  mengharuskan keanggotaan  Komite
Audit diisi oleh pihak independen (independent directors), mengharuskan
adanya prosedur penanganan keluhan dari whistle-blowers. 
3. Seksi 407: Keharusan adanya ahli keuangan dalam Komite Audit. 
4. Seksi 304:  Mewajibkan  CEO dan  CFO mengembalikan  bonus  yang
diterima dan kompensasi lainnya (incentive-based or equity-based) selama
12 bulan terakhir apabila terdapat penyajian ulang laporan keuangan yang
disebabkan oleh ketidak patuhan yang material atas SOA. 
5. Seksi 804:  Memperpanjang  batas  waktu  bagi  litigasi (tuntutan  hukum)
perusahaan sekuritas swasta yang berkaitan dengan kecurigaan.
6. Seksi 906: Meningkatkan hukuman kriminal bagi CEO yang memberikan
pernyataan yang tidak dapat dipercaya. 
7. Seksi 1102:  Hukuman  kriminal  akan  dikenakan  atas  pengubahan,
pemusnahan,  perusakan,  atau  penyembunyian  dokumen  dengan  tujuan
menghalangi proses hukum. Serta Hukuman kriminal akan dikenakan atas
halangan, pengaruh, atau gangguan terhadap proses hukum. 
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8. Seksi 105 & 102 : Meningkatkan hukuman bagi akuntan yang lalai dalam
memberikan kesaksian, menyediakan dokumen atau bekerja sama dalam
proses  pemeriksaan,  serta  penghancuran  kertas  kerja  akuntansi  dan
investigasi. 
SOA ini bersifat luas (comprehensive) sama halnya dengan semua hukum
federal lainnya,  sedangkan  pengaturan  yang  lebih  khusus/spesifik  dan
administrative dilakukan  oleh  Security  and  Exchange  Commission selanjutnya
disebut  SEC (Muntoro,  2006: 2). Badan yang mempunyai  fungsi sama dengan
SEC dalam mengatur pasar modal, di Indonesia adalah BAPEPAM-LK (Badan
Pengawas  Pasar  Modal-Lembaga  Keuangan)  yang  sekarang  menjadi  OJK
(Otoritas  Jasa  Keuangan).  Prinsip-prinsip  dasar  dari  Sarbanes  Oxley  Act
sebenarnya relevan untuk diterapkan di Indonesia, sesuai dengan semangat GCG,
yakni peningkatan transparansi, peningkatan tanggung jawab untuk terus menerus
menyempurnakan sistem internal control perusahaan dan peningkatan efektivitas
serta  independensi  auditor  eksternal  merupakan hal  yang sangat  dibutuhkan di
Indonesia.  Pada  saat  ini  di  Indonesia,  memang  tidak  memiliki  perundang-
undangan  yang  mengatur  sekomprehensif  Sarbanes  Oxley,  namun  beberapa
peraturan yang secara terpisah dikeluarkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), Bank
Indonesia dan OJK memilki beberapa kesamaan dengan komponen dari Sarbanes
Oxley, walaupun terkesan terpisah-pisah.
H. Hubungan Pengawasan dengan IT Governance
Mengawasi  prinsip-prinsip  good  corporate  governance  berupa
transparansi agar dapat digunakan secara berkala dan sesuai oleh para eksekutif
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merupakan tanggang jawab utama dari komite audit (Roza, 2013: 4). Komite Audit
adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan, yang anggotanya
diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, yang bertugas untuk membantu
melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan
fungsi  direksi  dalam  pengelolaan  perusahaan.  Nourayi  dkk.  (2012:  465)
menyatakan bahwa Sarbanes Oxley Act  mengartikan komite audit sebagai sebuah
komite (atau badan yang setingkat) yang didirikan oleh dan terdiri atas  Board of
Directors dengan tujuan mengawasi proses pelaporan akuntansi dan keuangan dan
audit atas laporan keuangan perusahaan. Apabila komite ini belum dibentuk maka
Board  of  Directors secara  keseluruhan  dianggap  sebagai  Komite  Audit.  SOA
sendiri  mengatur  tentang  pembentukan  komite  audit  yang  independen.  Dalam
Sarbanes  Oxley  2002  ada  beberapa  seksi  yang  mengatur  tentang  komite  audit
diantaranya:
1. Seksi 301. Yang mengatur tentang komite audit perusahaan publik. Setiap
anggota  dari  komite  audit  harus  merupakan  anggota  independen  dari
board  of  directors  emiten.  Komite  audit  harus  secara  langsung
bertanggung  jawab  atas  penunjukan,  kompensasi,  dan  pengawasan  dari
pekerjaan kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh emiten. 
2. Seksi  201. Mengatur  jasa di  luar ruang lingkup praktik auditor.  Adalah
melanggar hukum bagi sebuah kantor akuntan publik yang memberikan jasa
non  audit kepada  emiten.  Jasa  non-audit dapat  diberikan  apabila  jasa
tersebut  disetujui  terlebih  dahulu  oleh  komite  audit.  Komite  audit  akan
mengungkapkan kepada investor dalam laporan berkala  keputusannya
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dalam pemberian persetujuan pendahuluan untuk jasa non-audit. 
3. Seksi  407. Mengatur  tentang  pengungkapan  dari  keahlian  keuangan
komite audit. SEC akan menerbitkan peraturan yang mensyaratkan emiten
mengungkapkan  apakah  paling  sedikit  satu  anggota  dari  komite  audit
adalah ahli keuangan seperti yang didefinisikan dalam seksi 407 SOX. 
Salah  satu  fungsi  komite  audit  adalah  menjembatani  pemegang  saham
(shareholder)  dan  dewan  komisaris  dengan  kegiatan  pengendalian  yang
diselenggarakan oleh manajemen,  auditor internal dan  auditor eksternal. Dalam
Jao  dan  pagalung (2011:  46)  menyatakan  bahwa  komite  audit  pada  umumnya
memiliki  akses  langsung  dengan  setiap  unsur  pengendalian  dalam  perusahaan.
Pada saat ini komunikasi antara komite audit dengan berbagai pihak, belum terjalin
dengan erat dan belum berjalan sebagaimana mestinya. Komunikasi komite audit
dengan  pihak  yang  berkepentingan  yang  berjalan  dengan  lancar,  akan
menghasilkan kinerja perusahaan meningkat, terutama dari aspek pengendalian.
Keberadaan  dari  komite  audit  hendaknya  dapat  dimanfaatkan  dengan
maksimal  dalam  rangka  penerapan  good  corporate  governance,  karena  komite
audit  mampu memberikan  peran  yang besar  dalam penerapan  good corporate
governance.  Komite  audit  pada  dasarnya  mampu  mendorong  manajemen
perusahaan  untuk  melakukan  berbagai  pengembangan  berkaitan  dengan  upaya-
upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip  good corporate governance. Kemampuan
komite  audit  untuk  memenuhi  prinsip-prinsip  good  corporate  governance,
membuat  cita-cita  untuk menciptakan  good corporate  governance bukan hanya
cita-cita yang tertulis saja tetapi sungguh-sungguh dapat diwujudkan (I Guna dan
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Herawaty,  2010: 57).  Peran  komite  audit  untuk  menciptakan  good  corporate
governance melalui pemenuhan prinsip-prinsip  good corporate governance dapat
dipahami dari pembahasan yang dipaparkan sebagai berikut ini:
1. Peran komite audit memenuhi prinsip fairness (kesetaraan) 
Komite  audit  memiliki  kemampuan  untuk memenuhi  prinsip
kewajaran  di  mana  komite  audit memiliki  kemampuan  untuk  memberikan
dorongan kepada manajemen perusahaan dalam rangka memberikan perlakuan
yang  wajar  atau  setara  kepada seluruh  pihak  yang  berkaitan  dengan
perusahaan. Kondisi  yang  ada  mendatangkan  kemampuan  untuk
memperlakukan seluruh pihak stakeholders secara adil.
2. Peran komite audit memenuhi prinsip responsibility (pertanggungjawaban)
Keberadaan  komite  audit  di  perusahaan  diharapkan  mampu
mewujudkan hal tersebut, sebab dengan adanya komite audit ada pengawasan
bagi operasional bisnis perusahaan yang dilakukan oleh anggota manajemen
dengan  tujuan  untuk  tidak  melakukan  pelanggaran  terhadap  aturan  atau
undang-undang  yang  berlaku,  sehingga  perusahaan  tidak  melakukan
pelanggaran  terhadap  pihak-pihak  lain,  sesuai  dengan  aturan  atau  undang-
undang yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan komite audit
mampu  menciptakan  GCG dengan  upaya  memenuhi  prinsip  pertanggung-
jawaban.
3. Peran komite audit memenuhi prinsip accountability (akuntabilitas)
Komite  audit  memiliki  peran  untuk  memenuhi  prinsip  akuntabilitas
dalam usaha melakukan pengawasan terhadap proses manajemen risiko dan
35
keberlangsungan  fungsi  pengawasan  di  perusahaan.  Komite  audit  memiliki
kekuatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan dari auditor internal
perusahaan. Hal tersebut membuat komite audit memiliki kesempatan untuk
melakukan  peninjauan  terhadap  struktur  organisasi  dan  deskripsi  kerja
masing-masing  bagian  di  perusahaan,  beserta  dengan  sistem  pengendalian
internal  yang  sudah  dimiliki  oleh  perusahaan.  Hal  ini  dimaksudkan  guna
melihat  apakah  ada  kemampuan  untuk  mengelola  risiko  terutama  yang
berkaitan dengan peluang yang akan dimanfaatkan oleh anggota manajemen
perusahaan  dalam  rangka  melakukan  kecurangan  untuk  mendatangkan
keuntungan bagi pihak itu sendiri.
4. Peran  komite  audit  memenuhi  prinsip  transparency (keterbukaan
informasi)
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  komite  audit  akan  membuat  ada
banyak informasi yang dilaporkan atau diungkapkan, sehingga sesuai dengan
informasi  tersebut  tidak  ada  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  perusahaan
(stakeholders) yang dirugikan. Pengelolaan secara sehat untuk meningkatkan
nilai  yang  dimiliki  dari  stakeholders atau  penciptaan  good  corporate
governance akan dapat dipenuhi oleh adanya fungsi dari komite audit tersebut.
Komite  audit  memiliki  fungsi  penting  dengan  tindakan  pengawasan
operasional  perusahaan  yang  dilakukan  untuk  menghindari  atau  mengelola
risiko  usaha  yang  timbul  dengan  memberikan  dorongan  melakukan
pengelolaan usaha yang sehat sebagai bentuk dari good corporate governance.
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Kerangka  kerja  COBIT didasarkan  pada  prinsip penyediaan  informasi
untuk mencapai tujuan perusahaan, maka perusahaan perlu melakukan investasi di
bidang teknologi informasi serta mengatur dan mengontrol sumber daya teknologi
informasi  untuk menyediakan  informasi  yang  dibutuhkan  perusahaan. Untuk
mencapai  tujuan  organisasi  secara  memuaskan, informasi  harus  memenuhi
beberapa  kriteria (Utomo  dan  Mariana,  2011:  143).  COBIT telah  menetapkan
kriteria  tersebut  dengan  merujuk  pada kebutuhan  informasi  di  organisasi  atau
perusahaan. Tujuh kriteria informasi tersebut adalah: 
1. Efektivitas  (Effectiveness),  menguraikan informasi  yang  relevan  dan
berhubungan dengan proses bisnis yang disampaikan tepat pada waktunya
dengan cara yang benar, konsisten dan tepat digunakan.
2. Efisiensi  (Efficiency),  menyangkut  ketentuan   informasi  melalui
penggunaan sumber daya yang optimal (lebih produktif dan ekonomis).
3. Kerahasiaan  (Confidentiality),  menyangkut perlindungan informasi  yang
sensitif dari akses yang tidak sah.
4. Integritas  (Integrity),  berkaitan  dengan keakuratan  dan  kelengkapan
informasi  juga keabsahannya  yang sesuai  dengan harapan (expectation)
dan nilai bisnis.
5. Ketersediaan (Availability), berkaitan dengan informasi yang tersedia yang
diperlukan  oleh proses  bisnis  saat  ini  dan  yang  akan  datang,  juga
menyangkut  penjagaan  sumberdaya  yang  perlu dan  kemampuan  yang
terkait.
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6. Pemenuhan (Compliance), menguraikan pemenuhan hukum, peraturan dan
persetujuan yang  bersifat  kontrak  dimana  proses  bisnisnya merupakan
subyek, yakni kriteria bisnis yang ditentukan dari luar. 
7. Keterandalan  informasi  (Reliability  of Information),  berkaitan  dengan
ketentuan informasi  yang memadai  bagi  manajemen untuk menjalankan
dan  melaksanakan  keseluruhan finansialnya  dan  pemenuhan  laporan
tanggung jawab.
Pada umumnya audit dengan menggunakan COBIT memiliki prinsip dasar
Business Requirement, IT Resources,  dan IT Process.  Dalam Lusiani (2009: 40)
menyatakan  bahwa COBIT Framework  mencakup  tujuan  pengendalian  yang
terdiri dari empat domain, diantaranya yakni:
1. Plan and Organise (PO). Domain ini melingkupi taktik dan strategi, fokus
pada  bagaimana  IT memberikan  kontribusi  terbaik  pada  suatu  bisnis
proses.  Realisasinya  suatu  visi  strategis  membutuhkan  perencanaan,
komunikasi dan pengaturan untuk memperoleh pandangan yang berbeda.
Sehingga suatu organisasi dapat menempatkan infrastruktur teknologi di
dalamnya.
2. Acquire and Implement  (AI).  Untuk merealisasikan strategi  IT, solusi  IT
membutuhkan identifikasi, dibangun atau dikembangkan, begitu juga agar
dapat diimplementasikan dalam bisnis proses organisasi dan memastikan
sistem  IT dapat memberikan  jaminan  IT dan memberikan solusi  secara
kontinyu.
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3. Deliver  and  Support  (DS).  Domain  ini  lebih  dipusatkan  pada  ukuran
tentang aspek dukungan  IT terhadap kegiatan operasional bisnis (tingkat
jasa  layanan  IT aktual  atau  service  level)  dan  aspek  urutan (prioritas
implementasi dan untuk pelatihannya).
4. Monitor and Evaluate  (ME).  Semua proses  IT yang perlu dinilai secara
berkala agar  kualitas  dan  tujuan  dukungan  IT tercapai,  dan
kelengkapannya berdasarkan pada syarat control internal yang baik.
Biarpun  guidelines yang  disediakan  oleh  COBIT cukup  lengkap  dan
merupakan  best  practice bagi  tata  kelola  IT,  tetapi  perlu disadari  bahwa tidak
semua  tujuan  pengendalian  (control  objectives)  yang  didefinisikan  di  dalam
COBIT sesuai  untuk  kondisi  di  Indonesia,  sehingga  perlu  adanya  berbagai
penyesuaian  dan  penyelarasan.  Pendekatan  prinsip  dasar  COBIT dapat  dilihat
pada gambar ini:
Gambar 2.2 
Prinsip dasar COBIT
Sumber: Utomo dan Mariana, 2011: 143
Pengawasan  serta  pengendalian  dari  infrastruktur  IT  merupakan  suatu
bentuk  audit  informasi  tehnologi  (Rahmayuni  dan  Yusda,  2014:  89).  Audit
teknologi informasi ini dapat berjalan beriringan dengan audit financial dan audit
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internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada
mulanya  istilah  ini  diketahui dengan  audit  pemrosesan  data  elektronik  dan
sekarang  audit  teknologi  informasi  pada  umumnya merupakan  proses
pengumpulan  serta evaluasi  dari  semua  kegiatan  sistem  informasi  dalam
perusahaan itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer
yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan
itu  telah  bekerja  secara  efektif  dan  terintegrasi dalam  mencapai  target
organisasinya.
I. Peran Pengendalian Internal Terhadap IT Governance
Fraud  dan  kegagalan  bisnis  dapat  menyebabkan  para  pemangku
kepentingan menanyakan bagaimana pengendalian internal perusahaan yang dilihat
dari sistem pelaporan keuangannya (Meythi dan Devita, 2011: 80). Hal tersebut
mendorong  dibentuknya  treadway  commission  dan  juga  mendorong  munculnya
standar  dan  pedoman  akan pengendalian  internal.  Secara  khusus,  komisi  ini
merekomendasikan  bahwa  seluruh  perusahaan  publik  harus  membuat  laporan
tentang  pengendalian  internal  dan  disertakan  dalam  laporan  tahunannya.
Rekomendasi tersebut akhirnya direalisasikan dalam SOA section 404.
Pada  intinya  kewajiban  perusahaan  dalam  melakukan  pengendalian
internal tidak ada yang berubah dalam SOA, karena SOA disini sebagai pendukung
dari  peraturan  sebelumnya  dengan  beberapa  tambahan  peraturan.  Beberapa
tambahan  tersebut  berupa SOA memberikan  kewajiban  untuk perusahaan untuk
membuat pengungkapan baru dan melakukan pengendalian internal.  Dalam  SOA
302,  perusahaan  diwajibkan  untuk  mengungkapkan  tentang  efektivitas  dan
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perubahan yang signifikan terkait dengan pengendalian internal. Sedangkan  SOA
404  mewajibkan  perusahaan  untuk  melakukan  penilaian  tentang  struktur  dan
prosedur  pengendalian  internalnya  serta  menyertakan  opini  auditor  perusahaan
terhadap  penilaian  yang  telah  dilakukan  oleh  manajemen (Rapina  dan  Eliezer,
2011: 107).
Pengendalian  internal  menjadi  salah  satu  aspek  yang  penting  dalam
penyelenggaraan IT Governance (Budiono, 2010: 47). Dengan adanya pengendalian
internal  yang  memadai,  maka  sebuah  perusahaan  akan  dapat  memberikan
tanggungjawab pelaporan keuangannya kepada para stakeholder. Setiap perusahaan
harus  menetapkan  dan  memelihara  suatu  sistem  pengendalian  internal untuk
mengamankan  investasi  dan  aktiva  perusahaan.  Sistem  tersebut  tidak  hanya
mencakup  pengandalian  keuangan,  tetapi  juga  pengendalian  operasional  dan
ketaatan.
Pengendalian  internal  sangat  erat  sekali  hubungannya  dengan  COBIT,
semakin  baik  pengandalian  internal  maka  akan  meningkatkan  IT  Governance.
Kerangka  kerja  COBIT yakni  didefinisikan  ke  dalam  empat  domain  yakni
perencanaan dan penorganisasian/ Plan and Organise (PO), penyampaian layanan
dan dukungan/  Deliver and Support (DS), pengadaan dan implementasi/  Acquire
and  Implement (AI)  serta  monitor  dan  evaluasi  /Monitor  and  Evaluate (ME)
(Arumana dkk., 2014: 163). Keempat domain tersebut saling berhubungan, dimana
PO menghasilkan arahan dalam penyampaian solusi AI dan penyampaian layanan
DS,  AI menghasilkan  solusi  dan  membuatnya  menjadi  layanan,  DS menerima
solusi dan membuatnya bias digunakan oleh  user,  ME memonitor semua proses
41
untuk  memastikan  bahwa  arahan  yang  ada  telah  dilaksanakan.  Karena
pengendalian internal sesungguhnya adalah merupakan sebagai pengawasan aktif
yang  perlu  dimasukkan  dalam  struktur  organisasi  dalam  rangka  memastikan
adanya check and balance yang memadai yakni adanya sistem pengendalian yang
kuat.
J. Rerangka Pikir
Rerangka pikir dikembangkan berdasarkan pemahaman mengenai adanya
komite  audit  dan  pengendalian  internal  yang  menjadi  unsur  atau  dasar  untuk
meningkatkan  Corporate  Financial  Performance,  selain  itu  juga  sebagai
pengawasan aktif yang perlu dimasukkan dalam struktur organisasi dalam rangka
memastikan  adanya  check  and  balance yang  memadai  yakni  adanya  sistem
pengendalian yang kuat. Dan dengan adanya Sarbanes Oxley merupakan undang-
undang yang dirancang untuk mengatur tentang komite audit serta pengendalian
internal  suatu  perusahaan  listing serta  dengan  adanya  COBIT  yang  menjadi
kerangka  kerja  cara  teknologi  informasi  dan  panduan  tujuan  pengendalian
terinci/detailed  control  objective bagi  pihak manajemen,  pemilik  proses bisnis,
pengguna  dan  juga  auditor.  Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  gambar
dibawah ini akan menunjukkan rerangka pikir sebagai berikut:
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Gambar 2.3
Rerangka Pikir
Sumber : Pemikiran Penulis
IT Governance
Transparency
(Keterbukaan Informasi)
Accountability
(Akuntabilitas)
Teori Stakeholder
Responsibility
(Pertanggungjawaban)
Mendukung Corporate Financial
Performance
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  kualitatif  yang
menggunakan  studi  kasus.  penelitian  ini  menggunakan  pandekatan kualitatif
karena  didasarkan  pada  dua  alasan,  pertama  permasalahan  yang  dikaji  dalam
penelitian  ini  membutuhkan  sejumlah  data  lapangan  yang  sifatnya  aktual  dan
kontekstual.  Kedua,  pemulihan  pendekatan  ini  didasarkan  pada  keterkaitan
masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan oleh fakta alamiahnya. Menurut
Sugiyono  (2010:11)  penelitian  kualitatif  menghasilkan  deksripsi  dan  analis
tentang  kegiatan,  proses  atau  peristiwa-peristiwa  penting.  Riset  ini  akan
menganalisis tentang IT Governance dengan menggunakan SOA sebagai kegiatan
lindung nilai atas manajamen risiko serta mengungkapkan proses pengaplikasian
akuntansi  pada  perusahaan-perusahaan  listing  di  Indonesia. Dan  juga  IT
Governance dengan menggunakan  COBIT sebagai  kerangka atas  pengendalian
akan sistem audit yang dilakukan kepada PT.Telkom.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian  dilakukan  pada  salah  satu  perusahaan  BUMN (Badan Usaha
Milik  Negara)  yaitu  PT.Telkom.  PT.Telekomunikasi  (Telkom) Plaza  Indonesia
TBK Wilayah Telkom yang selanjutnya disebut WITEL Makassar yang bertempat
di Jl. Balaikota No.02 dipilih karena merupakan salah satu BUMN yang berasal
dari Indonesia yang telah menerapkan dan mengimplementasikan Sarbanes Oxley
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Act (SOA)  sebagai standard compliance  and corporate governance yang baru.
Serta PT. Telkom telah masuk dalam jajaran perusahaan publik terbaik se-Asia
Pasifik atau menjadi perusahaan Indonesia yang masuk kategori Fabulous 50.
B. Pendekatan Penelitian
Pada tahun 2006 pernah terjadi kasus di PT. Telkom yaitu adanya dugaan
tindak pidana korupsi yang terjadi di berbagai wilayah, hal tersebut diungkapkan
oleh tim pemberantasan tindak pidana korupsi (Wahyuni, 2005). Pada tahun 2002
Telkom mengalami  masalah  mekanisme tender  untuk mengaudit  keuangannya.
Serta  pernah  juga  terjadi  fraud atas  pelaporan  keuangan  di  Telkom  yang
mengakibatkan  pimpinannya  untuk  menerapkan  SOA agar  dapat  mendeteksi
apabila  terjadi  kecurangan  atas  laporan  keuangan  (Murdijaningsih,  2012:  3).
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  kasus,  karena  berpatokan  akan
beberapa  kasus-kasus  yang  telah  terjadi  sebelumnya  pada  PT.  Telkom  untuk
menganalisa masalah yang pernah terjadi sebelumnya. 
Prosedur  kasus  tunggal  hampir  sama halnya  dengan kasus  yang diteliti
lebih  dari  satu  (multi  kasus).  Hubungannya  dengan  pertanyaan  yang  lazim
diberikan  dalam metode  studi  kasus,  sebab ingin  memahami  fenomena  secara
mendalam,  bahkan  mengeksplorasi  dan  mengelaborasikannya,  menurut  Yin
(1994: 21) tidak cukup jika pertanyaan Studi Kasus hanya menanyakan  “apa”
(what),  tetapi juga “bagaimana” (how) dan “mengapa” (why). Pertanyaan “apa”
bertujuan  untuk  mendapatkan  pengetahuan  deskriptif  (descriptive  knowledge),
“bagaimana”  (how)  untuk  mendapatkan  pengetahuan  eksplanatif  (explanative
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knowledge),  dan “mengapa” (why)  untuk mendapatkan pengetahuan eksploratif
(explorative knowledge).
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  kualitatif  yang
menggunakan  studi  kasus.  penelitian  ini  menggunakan  paradigma  kualitatif
karena  didasarkan  pada  dua  alasan,  pertama  permasalahan  yang  dikaji  dalam
penelitian  ini  membutuhkan  sejumlah  data  lapangan  yang  sifatnya  aktual  dan
kontekstual.  Kedua,  pemulihan  pendekatan  ini  didasarkan  pada  keterkaitan
masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan oleh fakta alamiahnya. Penelitian
kualitatif  menghasilkan  deksripsi  serta analisis mengenai kegiatan,  proses  atau
peristiwa-peristiwa  penting.  Riset  ini  akan  menganalisis  tentang  SOA sebagai
kegiatan  lindung  nilai  atas  manajamen  risiko  serta  mengungkapkan  proses
pengaplikasian akuntansi pada PT. Telkom Makassar.
2. Sumber Data
Informan yaitu orang yang akan memberikan informasi tentang situasi
dan  kondisi  latar  belakang  penelitian (Rachmadi  2011:  132).  Informan  dipilih
karena  dianggap  memiliki  kompetensi  dalam  mengetahui  operasional  pada
Telkom  Makassar serta  peraturan-peraturan  yang ditetapkan.  Adapun  informan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
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Tabel 1.2
Daftar Informan
No. Nama Jabatan
1. Wanto Manajer Financial 
2. Safwan Manajer Warroom
3. Abdul Syukur Manajer Information System (IS)
4. Jafar Israil Asisten Manajer unit Networking
D. Metode Pengumpulan Data
Untuk  menganalisis  dan  menginterpretasikan  data  dengan  baik,  maka
diperlukan  data  yang  akurat  dan  sistematis  agar  hasil  yang  didapat  mampu
mendeskripsikan situasi  objek yang sedang diteliti  dengan benar.  Dalam tahap
pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah  studi  lapangan  yaitu  dengan  melakukan  survei  (wawancara  dengan
menggunakan  alat  perekam)  terhadap  suatu  obyek  secara  langsung  sebagai
informan  penelitian.  Wawancara  yang  dilakukan  adalah  komunikasi  secara
langsung (tatap muka) antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara
lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan secara langsung. Dokumen
dalam  penelitian  ini  berupa  kata-kata  dan  gambar  yang  mampu  mempercepat
proses penelitian.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen  penelitian  adalah  suatu  alat  yang  mengukur  fenomena  alam
maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti
dalam  melakukan  penelitian handphone,  kamera,  alat  tulis serta  pertanyaan-
pertanyaan yang akan diajukan pada informan yang dibuat berdasarkan pemikiran
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penulis  sendiri  serta  mengambil  beberapa  referensi  dari  penelitian-penelitian
terdahulu  yang  salah  satunya  dilakukan  oleh  Djaddang  dan  Lysandra  (2014).
Selain itu juga, penelitian ini dilakukan dengan mengunduh (download) data yang
dibutuhkan berupa sustainability report.
F. Metode Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  analisis  data  yang  dilakukan  berdasarkan  kepada
jenis  data  yang  diperoleh  selama  penelitian.  Untuk  jenis  data  yang  diperoleh
berdasarkan observasi dan wawancara yang akan dikembangkan. Proses analisis
data  dari  hasil  observasi  dan  wawancara  ini  dilakukan  secara  terus  menerus
selama proses penelitian berlangsung. Dengan proses analisis semacam ini akan
diharapkan dapat membantu penelitian apabila data yang dianggap belum lengkap
sehingga  dapat  dengan  cepat  dilengkapi.  Dari  hasil-hasil  analisis  dapat  dicek
kembali  kepada subyek penelitian,  sehingga dapat  diketahui  akurasi  data  yang
akan  didapatkan.  Dalam  menganalisa  penelitian  kualitatif  terdapat  beberapa
tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, yakni sebagai berikut: 
1. Mengorganisasikan Data
Peneliti  mendapatkan  data  langsung  dari  subjek  melalui  wawancara
mendalam  (indepth  interviwer),  dimana  data  tersebut  direkam  dengan
handphone dibantu alat tulis lainya. Kemudian dibuatkan transkipnya dengan
mengubah  hasil  wawancara  dari  bentuk  rekaman  menjadi  bentuk  tertulis
secara  verbal.  Data  yang  telah  didapat  dibaca  berulang-ulang  agar  penulis
mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan.
2. Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan Pola Jawaban
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Pada  tahap  ini  dibutuhkan  pengertiaan  yang  mendalam  terhadap  data,
perhatiaan yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar
apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara,
peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman
dalam melakukan rekaman. Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali
membaca  transkip  wawancara, melakukan  pemilihan  data  yang  relevan
dengan pokok pembicaraan.  Data yang relevan  diberi  kode dan penjelasan
singkat,  kemudian  dikelompokan  atau  dikategorikan  berdasarkan  kerangka
analisis yang telah dibuat.
Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti.
Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-
hal diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokan tersebut oleh
peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting
serta  kata  kuncinya.  Sehingga  peneliti  dapat  menangkap  pengalaman,
permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.   
3. Menguji Asumsi 
Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data
tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap
ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan
landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab II, sehingga dapat dicocokan
apakah  ada  kesamaan  antara  landasan  teoritis  dengan  hasil  yang  dicapai.
Walaupun  penelitian  ini  tidak  memiliki  hipotesis  tertentu,  namun  dari
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landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-
konsep dan faktor-faktor yang ada.
4. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data
Setelah  kaitan  antara  kategori  dan  pola  data  dengan  asumsi  terwujud,
peneliti masuk ke dalam tahap penjelasan. Dan berdasarkan kesimpulan yang
telah  didapat  dari  kaitanya  tersebut,  penulis  merasa  perlu  mencari  suatu
alternatif penjelasan lain tentang kesimpulan yang telah didapat. Sebab dalam
penelitian kualitatif memang selalu ada alternatif penjelasan yang lain. Dari
hasil analisis, ada kemungkinan terdpat hal-hal yang menyimpang dari asumsi
atau tidak terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternatif
lain melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna
pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.
5. Menulis Hasil Penelitian
Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu
hal  yang  membantu  penulis  untuk  memeriksa  kembali  apakah  kesimpulan
yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai adalah
presentasi  data  yang  didapat  yaitu,  penulisan  data-data  hasil  penelitian
berdasarkan  wawancara  mendalam  dan  observasi  dengan  subjek  dan
signifikan lainnya. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari subjek
dan signifikan lainnya, dibaca berulang kali sehinggga penulis mengerti benar
permasalahanya,  kemudian dianalisis,  sehingga didapat  gambaran mengenai
penghayatan  pengalaman  dari  subjek.  Selanjutnya  dilakukan  interprestasi
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secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencangkup keseluruhan kesimpulan
dari hasil penelitian.
G. Uji Keabsahan Data
Dalam penelitian  kualitatif  dilakukan  pengujian  keabsahan data  melalui
empat uji, yaitu credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal),
dependability (reliabilitas)  dan  confirmability (obyektivitas).  Namun  dalam
penelitian  ini  pengujian  keabsahan  data  hanya digunakan  dalam satu  uji  yang
paling sesuai, yaitu validitas internal (kredibilitas).
Uji validitas internal (kredibilitas) data adalah uji kebenaran data. Uji ini
juga  dapat  dicapai  dengan  proses  pengumpulan  data  yang  tepat.  Salah  satu
caranya  adalah  dengan proses  triangulasi,  yaitu  tehnik  pemeriksaan  keabsahan
data  yang  memanfaatkan  sesuatu  yang  lain  di  luar  data  itu  untuk  keperluan
pengecekan atau Sebagai pembanding terhadap data itu.  (Afiyanti, 2008) Ada 4
macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data.
Namun pada penelitian ini hanya menggunakan 3 macam triangulasi yaitu:
1. Triangulasi data. Mengguanakan berbagai sumber data seperti dokumen,
arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai
lebih  dari  satu  subjek  yang  dianggap  memeiliki  sudut  pandang yang
berbeda.
2. Triangulasi Teori. Penggunaan teori untuk memastikan bahwa data yang
dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori
telah  dijelaskan  pada  bab  II  untuk  dipergunakan  dan  menguji
terkumpulnya data tersebut.
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3. Triangulasi Metode.  Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu
hal,  seperti  metode  dokumentasi. Dalam  penelitian  ini,  peneliti
melakukan metode dokumentasi dan wawancara yang berkaitan dengan
penelitian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Nama dan Sejarah Singkat Perusahaan  
Pada  tahun 1882,  didirikan  sebuah  badan  usaha  swasta  penyedia
layanan pos dan telegraf. Layanan komunikasi kemudian dikonsolidasikan oleh
Pemerintah  Hindia Belanda ke dalam jawatan Post  Telegraaf  Telefoon (PTT).
Perusahaan  Perseroan  (Persero)  PT  Telekomunikasi  Indonesia  Tbk. pada
mulanya  merupakan  bagian  dari  Post  en  Telegraafdienst,  yang didirikan  dan
beroperasi secara komersial pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur
Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal  27 Maret 1884 dan diumumkan dalam
Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884. Sebelumnya, pada
tanggal 23 Oktober 1856,  dimulai  pengoperasian  layanan  jasa  telegraf
elektromagnetik pertama yang menghubungkan Jakarta (Batavia) dengan Bogor
(Buitenzorg). Pada tahun 2009 momen tersebut dijadikan sebagai patokan hari
lahir  Telkom. Pada  tahun 1961,  status  jawatan  diubah  menjadi Perusahaan
Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Kemudian pada tahun 1965,  PN
Postel dipecah  menjadi Perusahaan  Negara  Pos  dan  Giro (PN  Pos  &  Giro)
dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). 
Pada saat tahun 1974,  Perusahaan  Negara  Telekomunikasi  diubah
namanya  menjadi Perusahaan  Umum  Telekomunikasi (Perumtel)  yang
menyelenggarakan  jasa  telekomunikasi  nasional  maupun  internasional.
Tahun 1980 seluruh saham PT. Indonesian Satelite Corporation Tbk. (Indosat)
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diambil alih oleh pemerintah RI menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
untuk  menyelenggarakan  jasa  telekomunikasi  internasional,  terpisah  dari
Perumtel.  Pada tahun 1989, ditetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989
tentang  Telekomunikasi,  yang  juga  mengatur  peran  swasta  dalam
penyelenggaraan  telekomunikasi. Pada  tahun 1991 Perumtel  berubah  bentuk
menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991 yang berdasarkan akta notaris Imas
Fatimah, S.H. No.128 tanggal 24 September 1991 yang disetujui oleh Menteri
Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-6870.HT.01.01.
pada tanggal 19 Nopember 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia  No.5  tanggal  17  Januari  1992,  tambahan  No.210.  Pada  tanggal 14
November 1995 dilakukan Penawaran Umum Perdana saham Telkom.
Tahun 1999 ditetapkan  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  1999  tentang
Telekomunikasi. Sejak tahun 1989, Pemerintah Indonesia melakukan deregulasi
di  sektor  telekomunikasi  dengan  membuka  kompetisi  pasar  bebas.  Dengan
demikian,  Telkom  tidak  lagi  memonopoli  telekomunikasi  Indonesia.
Tahun 2001 Telkom membeli  35% saham Telkomsel  dari  PT Indosat  sebagai
bagian  dari  implementasi  restrukturisasi  industri  jasa  telekomunikasi  di
Indonesia  yang  ditandai  dengan  penghapusan  kepemilikan  bersama  dan
kepemilikan silang antara Telkom dan Indosat. Sejak bulan Agustus 2002 terjadi
duopoli penyelenggaraan telekomunikasi lokal. Pada 23 Oktober 2009, Telkom
meluncurkan  New  Telkom (Telkom  baru)  yang  ditandai  dengan  penggantian
identitas perusahaan.
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Saham  Telkom  tercatat  dan  diperdagangkan  di  Bursa  Efek  Jakarta/
Jakarta Stock Exchange (BEJ/JSX) dan Bursa Efek Surabaya/  Surabaya Stock
Exchange (BES/SSX)  keduanya  sekarang  bernama  Bursa  Efek  Indonesia/
Indonesia Stock Exchange (BEI/IDX), Bursa Efek New York/  New York Stock
Exchange (NYSE) (Diperdagangkan pada tanggal 14 Juli 2003) dan Bursa Efek
London/  London Stock Exchange (LSE).  Saham Telkom juga diperdagangkan
tanpa pencatatan di Bursa Saham Tokyo. Jumlah saham yang dilepas saat itu
adalah  933 juta  lembar  saham.  Sejak 16 Mei 2014,  saham Telkom tidak lagi
diperdagangkan di Bursa Efek Tokyo/ Tokyo Stock Exchange (TSE) dan pada 5
Juni 2014 di  Bursa  Efek  London  (LSE). Telkom  merupakan  salah
satu BUMN yang  sahamnya  saat  ini telah dimiliki  oleh Pemerintah
Indonesia (52,56%), dan 47,44% dimiliki oleh Publik, Bank of New York, dan
Investor dalam Negeri. 
Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 11 anak perusahaan,
termasuk PT. Telekomunikasi  Selular  (Telkomsel). Adapun  anak  perusahaan
Telkom yakni sebagai berikut:
a. PT.  Telekomunikasi  Seluler  (Telkomsel).  Telkomsel  merupakan  operator
seluler  terkemuka  di  Indonesia  dengan  lebih  dari  173.9  juta  pelanggan,
129,033 BTS dengan jangkauan jaringan terluas  di Indonesia. 
b. PT.  Telkom  Akses  (Telkom  Akses).  Telkom  Akses  menyediakan  jasa
konstruksi dan pengelolaan infrastruktur jaringan akses fixed-broadband.
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c. PT.  Patra  Telekomunikasi  (Patrakom).  Patrakom  mengelola  bisnis  satelit
broadband  pada  segmen  bisnis  Maritime,  Energy,  Telecommunication,
Plantation, Banking dan Government.
d. PT.  Multimedia  Nusantara  (Telkom  Metra).  Telkom  Metra  menjalankan
kegiatan usaha pengelolaan jaringan dan multimedia,  meliputi  antara lain:
jasa sistem komunikasi data, jasa portal,  jasa transaksi  online. Merupakan
sebuah strategic holding company di industri Informasi, Media Edutainment
and Services (IMES).
e. PT. Graha Sarana Duta (GSD). Telkom Property memiliki empat jenis usaha
yaitu  property  management,  property  development,  property  lease dan
property facilities. 
f. PT.  Dayamitra  Telekomunikasi  (Mitratel).  Mitratel  membangun  dan
mengelola  sarana prasarana menara telekomunikasi  dengan empat segmen
bisnis utama, yaitu  Built to Suit (B2S), Colocation and Reseller, Microcell,
Project and Tower Related Services.
g. PT. Infrastruktur  Telekomunikasi  Indonesia  (Telkom Infra).  Telkom Infra
memiliki empat portofolio bisnis, yaitu Network Managed Services, Service
Solution, Power dan Engineering Solution dan Submarine Cable.
h. PT.  Telekomunikasi  Indonesia  International  (Telin).  Telin merencanakan,
membangun,  menyediakan,  mengembangkan,  mengoperasikan,
memasarkan/  menjual/  menyewakan  serta  memelihara  jaringan  dan  jasa
informatika telekomunikasi internasional.
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i. PT.  Jalin  Pembayaran  Nusantara  (Jalin).  JALIN yang  berdiri  pada  3
November  2016,  saat  ini  fokus pada  usaha  sistem pembayaran  non-tunai
yang mendukung national payment gateway.
j. PT. PINS Indonesia  (PINS).  PINS memiliki  portofolio bisnis  yang terdiri
dari  tiga  kelompok,  yaitu   mobility  services,  CPE  services,  dan  IoT
services/M2M solution.
k. PT. Metranet (Metranet). Metranet saat ini fokus pada pengembangan bisnis
mobile  dan  media  online  dengan  meningkatkan  kunjungan  online,
memperkaya layanan, dan mengoptimalkan proses monetization.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup bisnis kegiatan
Perusahaan  adalah  menyelenggarakan  jaringan  dan  layanan  telekomunikasi,
informatika serta optimalisasi sumber daya Perusahaan. Untuk mencapai tujuan
tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan usaha yang meliputi:
a. Usaha Utama
1) Merencanakan,  membangun,  menyediakan,  mengembangkan,
mengoperasikan, memasarkan atau menjual/menyewakan dan memelihara
jaringan  telekomunikasi  dan  informatika  dalam arti  yang seluas-luasnya
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan.
2) Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan atau menjual
dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti
yang  seluas-luasnya  dengan  memperhatikan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.
b. Usaha Penunjang
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1) Menyediakan layanan transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui
jaringan telekomunikasi dan informatika.
2) Menjalankan  kegiatan  dan  usaha  lain  dalam  rangka  optimalisasi  sumber
daya yang dimiliki Perusahaan, antara lain pemanfaatan aset tetap dan aset
bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan dan
fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.
Pada  tahun  2016,  Telkom  telah  mencanangkan  transformasi  kegiatan
usaha  dari  empat  segmen  usaha  dalam  portofolio  digital  TIMES
(Telecommunication, Information and Media) menuju skema Customer Facing
Unit dan  Functional  Unit atau  disebut  CFU dan  FU.  Transformasi  tersebut
diperkirakan  berlangsung  selama  2-3  tahun  ke  depan  dan  diharapkan  dapat
meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  serta  kinerja  Telkom. Empat  segmen
usaha  Telkom yaitu  perorangan,  korporat,  perumahan  serta  lain-lain
menyediakan enam portofolio produk, seperti: 
a. Mobile   Portofolio ini  menawarkan produk  mobile  voice,  sms dan  value
added service, serta mobile broadband. Produk tersebut ditawarkan melalui
entitas anak, Telkomsel,  dengan merk Kartu Halo untuk pasca bayar dan
simPATI, Kartu As dan Loop untuk pra bayar.
b. Fixed Portofolio ini memberikan layanan fixed service, meliputi fixed voice,
fixed broadband, termasuk Wi-Fi dan emerging wireless technology lainnya,
dengan brand IndiHome.
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c. Wholesale and International  Produk yang ditawarkan antara lain layanan
interkoneksi, network service, Wi-Fi, VAS, hubbing, data center dan content
platform, data serta internet, dan solution. 
d. Network Infrastructure Produk yang ditawarkan meliputi  network service,
satelit, infrastruktur dan tower. 
e. Enterprise  Digital Terdiri  dari  layanan  information  and  communication
technology platform service dan smart enabler platform service.
f. Consumer Digital Terdiri  dari  media  dan  edutainment  service,  seperti  e-
commerce (belanja.com), video/TV dan mobile based digital service. Selain
itu,  kami  juga  menawarkan  digital  life  service seperti  digital  life  style
(Langit  Musik  dan  VideoMax),  digital  payment seperti  TCASH,  digital
advertising and analytics seperti bisnis digital advertising dan solusi mobile
banking serta enterprise digital service yang menawarkan layanan Internet.
2. Visi dan Misi Organisasi
a. Visi
“Be  The  King  of  Digital  in  the  Region”.  Telkom  Group  sedang
bertransformasi  menjadi  digital  telecommunication  company dengan  visi
menjadi  King  of  Digital  in  The  Region,  raja  layanan  telekomunikasi  dan
digital  di  udara,  darat,  dan  di  laut.  Telkom  terus  melakukan  digitalisasi
seluruh  proses,  berinovasi  untuk  memberikan  customer  experience terbaik
serta mengimplementasikan transformasi organisasi yang ramping (lean) dan
lincah  (agile)  untuk  meraih  keunggulan  kompetitif  dan  kapabilitas  digital
yang handal.
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b. Misi
1) Lead  Indonesian  Digital  Innovation  and  Globalization  (Memimpin
inovasi digital dan globalisasi Indonesia). 
2) Menyediakan layanan  TIME yang berkualitas tinggi dengan harga yang
kompetitif.
3) Menjaga model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia.
3. Struktur Organisasi Perusahaan
Untuk dapat mewujudkan visinya menjadi ekonomi digital terbesar di Asia
Tenggara  serta membuat digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan. Telkom telah
mencanangkan sebuah grand  strategy menuju sustainable competitive growth,
dengan sasaran sebagai berikut:
a. Pertumbuhan  organik  yang  akan  dicapai  dengan  penguatan  bisnis  inti
melalui fokus pada strategi segmentasi pelanggan yaitu layanan konsumer,
layanan enterprise, dan layanan wholesale dan internasional, yang didukung
oleh 10 juta sambungan POTS dan 5 juta sambungan Speedy.
b. Pertumbuhan inorganik  yang  akan  dicapai  melalui  strategi related
diversification berupa  pengembangan  bisnis  baru,  pengelolaan  portofolio
strategis, serta membangun sinergi antara entitas dan entitas anak.
Pertumbuhan  organik  dan  pertumbuhan  inorganik  merupakan  sebuah
sasaran  Telkom  menuju sustainable  competitive  growth. Dalam  rangka
implementasi  yang  efektif  dari  strategi-strategi  tersebut,  maka  perlu  adanya
beberapa hal sebagai berikut:
a. Direktur yang fokus menangani segmen layanan wholesale dan internasional
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b. Direktur yang fokus menangani pengembangan portofolio bisnis.
c. Mekanisme atau  model parenting yang mampu membangun sinergi  antara
Entitas Anak dengan Induk Perusahaan maupun antar entitas anak.
Dewan Komisaris mendukung secara penuh upaya Direksi Telkom dalam
mencapai  visinya,  yaitu  agar  Telkom  menjadi  King  of  Digital  in  the  Region.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut sehingga, pada tahun 2012 Telkom telah
melakukan  beberapa  perubahan  menyangkut  pembagian  tugas  dan  wewenang
Direksi, sebagai berikut:
a. Mengalihkan  tugas  dan  wewenang  penanganan  bisnis  di  segmen
wholesale dan internasional,  dari  semula  di  bawah Direktur  Enterprise and
Wholesale (EWS)  menjadi  di  bawah  Direktur  Compliance  and  Risk
Management (CRM). Dengan demikian Direktur EWS dapat lebih fokus pada
pengembangan segmen bisnis enterprise.
b. Menambah  tugas  dan  wewenang  Direktur  CRM untuk  menangani  segmen
bisnis wholesale dan  internasional,  selain  tugas  dan  wewenangnya  sebagai
Direktur CRM.
c. Menyesuaikan  tugas  dan  wewenang  Direktur  IT,  Solution dan  Strategic
Portofolio (ITSSP) agar lebih fokus pada upaya inovasi dan pengembangan
portofolio bisnis,  dengan mengalihkan sebagian  aktivitas  Direktorat  ITSSP,
khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan pendayagunaan IT dan tarif,
menjadi di bawah Direktorat Network dan Solution (NWS).
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d. Menambah tugas dan wewenang Direktur NWS untuk menangani pengelolaan
dan  pendayagunaan  IT  serta service  operation  &  management,  untuk
mendukung upaya pengembangan bisnis yang sudah berjalan (established).
Selain  itu,  untuk  membangun  sinergi  yang  lebih  efektif  di  lingkungan
Telkom Group, maka dibentuklah struktur Dewan Eksekutif beranggotakan empat
Direktur Utama dari Entitas Anak. Dewan Eksekutif menjalankan tugas advisory
terkait  dengan  formulasi  strategi,  perencanaan,  penetapan  kebijakan  serta
pemantauan kinerja, untuk masing-masing lini bisnis yaitu bisnis seluler, bisnis
internasional, bisnis IME dan bisnis menara telekomunikasi.
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B. Hasil Penelitian
1. Penerapan  Sarbanes  Oxley  terhadap  IT  Governance  dapat  mendukung
Corporate Financial Performance
Kinerja  dapat  dilihat  dari  tergapainya  suatu  tujuan  akan  aktivitas  atau
suatu  pekerjaan  untuk mencapai  tujuan perusahaan yang dapat  dinilai  dengan
adanya  standar.  Upaya  dalam penanganan  para  manajemen  dalam menggapai
tujuannya  tidak  lain  yakni  dengan  melihat  beberapa  contoh  dari  perusahaan-
perusahaan lain yang telah sukses dalam meningkatkan kinerja perusahaan untuk
menggapai  tujuannya.  PT.  Telkom  telah  melakukan  berbagai  agar  dapat
mendukung kinerja perusahaanya, seperti yang dikatakan oleh Pak Wanto yang
menjabat sebagai manajer keuangan di PT. Telkom wilayah Makassar bahwa:
“E...  kalau Telkom ini,  yah sudah...  e...  menggunakan standar yang
sudah  berbasis  Tehnologi  Informasi  gitu  dan  semuanya  sudah
menggunakan  aplikasi  yang...  secara  online.  Jadi,  semua  kegiatan
yang ada  di  Telkom itu  sudah berbasis  online.  Para e...  karyawan-
karyawan juga sudah dibekali pengetahuan yang sudah m... memadai
dalam  pelaksanaan  kegiatan  perusahaan  yang  berbasis  online  ini”.
(Wawancara tanggal 14 September 2017, pukul 10:55 di kantor PT.
Telkom wilayah Makassar).  
Misi  telkom  sebagai  Lead  Indonesian  Digital  Innovation  and
Globalization  (Memimpin  inovasi  digital  dan  globalisasi  Indonesia),  maka
Telkom  telah  menggunakan  IT  Governance  sebagai  pendukung  dalam
pelaksanaan aktivitas perusahaannya. Pengelolaan IT Governance yang baik pada
suatu  perusahaan  dapat  dipengaruhi  oleh  dua  bidang.  Bidang  pertama,  yang
tergolong  masih  baru  yakni  berfokus  kepada tata  kelola  korporasi  (corporate
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governance)  dalam perusahaan dan bidang selanjutnya  yakni  sistem informasi
strategis (strategic information system). 
Tata kelola perusahaan merupakan sebuah tanggung jawab yang diberikan
kuasa  oleh  pemegang  saham serta  masyarakat  untuk  diberikan  kepada  dewan
(board) dan manajer. Pada tahun 2015 merupakan tahun yang sangat krusial bagi
PT.Telkom,  karena  perusahaan  menjadikan  tahun  2015  sebagai  tahun  budaya
penarapan prinsip dasar GCG. Seperti yang dikatakan oleh Pak Wanto bahwa:
“E....kalau  berhubungan  dengan  GCG,  Telkom  ini  sudah  mulai
menerapkan  GCG  pada  tahun  2015  sampai  sekarang,  nah  dengan
kami menggunakan prinsip-prinsip dasar GCG sebagai budaya dalam
menjalankan  tugas-tugas  operasional  sehari-hari,  kami ini  e....
meyakini  kualitas penerapan  praktik  terbaik  GCG akan  dapat
mendukung  kinerja  perusahaan.  Sehingga  semua manfaat  dari
penerapan praktik terbaik GCG dapat kami rasakan gitukan, terutama
naiknya  nilai  perusahaan  dan e.... terpenuhinya  harapan  para
pemangku  kepentingan”. (Wawancara  tanggal  14  September  2017,
pukul 10:57 di kantor PT. Telkom wilayah Makassar).  
Komitmen  Perseroan  dalam  menerapkan  GCG ditunjukkan  dengan  keluarnya
Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman GCG No.29/2007 dan Pedoman GCG
Group No.602/2011.  Keputusan  Direksi  tersebut  memuat  beberapa  sistem
penerapan  GCG untuk  menjamin  bahwa  GCG telah  diterapkan  baik  untuk
transaksi internal maupun eksternal yang beretika dan sesuai praktik tata kelola
perusahaan yang baik dan benar. Sistem penerapan GCG yang dimaksud meliputi:
etika  bisnis,  kebijakan  dan  prosedur,  manajemen  risiko,  pengendalian  dan
pengawasan  internal,  kepemimpinan,  pengelolaan  tugas  dan  tanggung  jawab,
pemberdayaan  manajemen  dan  kompetensi  karyawan,  evaluasi  kinerja,  serta
penghargaan dan pengakuan. 
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Komitmen  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  GCG pada  setiap  jenjang
operasional  perusahaan  secara  terencana,  terarah  dan  terukur  tersebut  juga
meliputi seluruh jajaran pengurus hingga ke level pelaksana sehingga penerapan
praktik  terbaik  GCG berlangsung  konsisten.  Berdasarkan  dari  komitmen  atas
penerapannya, Telkom memiliki beberapa tujuan, meliputi:
1) Memaksimalkan nilai perusahaan dan nilai untuk stakeholders.
2) Mendorong  pengelolaan  perusahaan  secara  profesional,  transparan  dan
efisien.
3) Memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Pemegang Saham,
Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dan Sekretaris Perusahaan.
4) Memperhatikan adanya tanggung jawab perusahaan terhadap kondisi sosial
masyarakat dan lingkungan sekitar.
5) Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.
6) Meningkatkan iklim investasi nasional.
Salah  satu  dasar  penilaian  prestasi  suatu  perusahaan  dapat  dilihat  dari
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nilai perusahaan merupakan
ukuran  keberhasilan  atas  pelaksanaan  fungsi-fungsi  keuangan.  Tujuan  dari
menganalisis  laporan  keuangan  perusahaan,  yaitu  untuk  menilai  atau
mengevaluasi  suatu  kinerja  khususnya  manajemen  perusahaan  dalam  suatu
periode  akuntansi,  serta  menentukan  strategi  apa  yang  harus  diterapkan  pada
periode berikutnya jika tujuan perusahaan sebelumnya telah tercapai.  Corporate
governance merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola
bisnis  dengan  maksud  untuk  meningkatkan  kemakmuran  dan  akuntabilitas
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perusahaan,  yang  tujuan  akhirnya  untuk  mewujudkan  shareholders  value.
Penerapan  prinsip-prinsip  GCG  yang  didukung  dengan  regulasi  yang  baik,
diharapkan  akan  mencegah  berbagai  bentuk  ketidakjujuran  dalam  penyajian
laporan keuangan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Wanto, bahwa:
“Pengontrolan di kita itu e..... Sudah, sudah, sudah standarlah artinya
udah, udah diterapkan yah karena semua itu ada, ada, kebijakannya.
Apalagi, kita sudah menerapkan SOA. Misalkan, kita itu kan sudah
sangat  mudah  gitukan  mengawasi,  yah  karena  itu  tadi  misalnya
masalah datanya sudah, sudah di  publish. Artinya, sudah mudah gitu
tidak  seperti  jaman  dulu  yang  masih  manualkan.  Sekarang  sudah
basisnya komputer, online sudah terjamin gitu  artinya sudah terukur,
sehingga  kontrolnya  itu  sudah,  secara  ini  sudah  terkontrol  gitu  lo.
Dengan adanya apa itu, dengan adanya aplikasi yang sangat canggih
misalnya.  Itu secara operasional  udah terkontrol  gitu artinya,  sudah
ada batasan-batasan disitu. Misalnya anggaran,  kalau melebihi yang
dipake di anggarannyakan disitu sudah  budget-nya sudah tidak bisa
terpake  dan tidak  bisa  diganggu gugat.  Bagaimana  mau di  ganggu
gugat  kan semuanya sudah terkontrol.  Misalnya budgetnya itu  satu
dipake  dua,  itu  sudah gak  bisa.  Yah  kontrolnya  yah  itu  sistemnya
sudah  kuat  gitu”. (Wawancara  tanggal  14  September  2017,  pukul
11:00 di kantor PT. Telkom wilayah Makassar).  
Dalam  hal  pelaksanaan  GCG,  Telkom  juga  menggunakan  SOA  sebagai
pengaturnya.  Telkom menggunakan  SOA  disini,  karena  selain  Telkom  sebagai
emiten  yang  tercatat  dan  diperdagangkan  di  BEI  (Bursa  Efek  Indonesia)  dan
NYSE (New York  Stock  Exchange),  maka  selain  mematuhi  seluruh  peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Pedoman Umum GCG Indonesia
yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan Pedoman
Tata Kelola Perusahaan Terbuka dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perseroan
juga  mematuhi SOA tahun  2002  serta  peraturan  SEC (Secuties  and  Exchange
Comission)  lainnya  dalam  menerapkan  GCG.  Sejalan  dengan  pemikiran  yang
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dikemukakan Pak Wanto, Pak Safwan  yang  menjabat sebagai Manajer Warroom
pada kantor Wilayah Makassar menyatakan bahwa:
“Kita  harus  konsisten  menerapkan  SOA  ini,  sebagai  konsekuensi
Telkom  karena  telah  listing  di  New  York  Stock  Exchange.  Sebab
sudah menjadi  kewajiban bagi semua perusahaan yang telah  listing
disana untuk memenuhi  klausul [perjanjian] yang ada di SOA itu, itu
suatu kewajiban. Jadi, kita laksanakan. Dan itu sudah kita laksanakan
sejak beberapa tahun lalu sampai sekarang. Penerapan SOA ini sangat
membantu perusahaan. Karena, dengan SOA ini kita bisa mengontrol
bisnis perusahaan, kita juga sudah tau apa resiko-resiko yang bakal
muncul  ketika  melaksanakan  bisnis  proses  dan  kita  juga  tau
bagaimana  mengontrol,  supaya  resiko  tersebut  bisa  kita  e...apa
namanya?  Bisa  kita  mitigasi,  bisa  kita  kurangi  timbulnya  resiko
tersebut”. (Wawancara  tanggal  26  Oktober  2017,  pukul  10:44  di
kantor PT. Telkom wilayah Makassar).  
Berdasarkan  kedua  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pengontrolan  di
Telkom ini semuanya menggunakan sistem yang terkontrol langsung oleh kantor
pusatnya mereka. Dan juga sebagai akibat karena mereka telah  listing di  NYSE.
Jadi,  mereka  tidak  bisa  sembarangan  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Karena,
semuanya sistem yang sudah mengatur alur jalannya kinerja perusahaan mereka. 
Untuk melakukan penilaian, manajemen menggunakan kriteria yang telah
ditetapkan oleh Internal Control – Integrated Framework yang dikeluarkan oleh
COSO. Telkom  menerapkan  manajemen  risiko  untuk  melindungi  aset  dan
kegiatan  usaha  serta  menciptakan  nilai  (creating  value)  bagi  para  pemangku
kepentingan. Manajemen risiko juga merupakan bentuk kepatuhan (compliance)
terhadap regulasi yang berlaku. Peran dan fungsi manajemen risiko sangat penting
dalam mendukung bisnis telekomunikasi yang memiliki cakupan area bisnis yang
luas, memerlukan investasi yang sangat besar, memiliki tingkat kompetisi tinggi,
perkembangan teknologi yang cepat,  regulated business (peraturan bisnis) serta
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perubahan cara berkomunikasi. Implementasi sistem manajemen risiko di Telkom
sesuai dengan Peraturan Menteri  BUMN No.1 Tahun 2011 yang mengharuskan
BUMN menerapkan manajemen risiko. Selain itu, pelaksanaan manajemen risiko
juga merupakan kewajiban Telkom sebagai  perusahaan yang terdaftar  di
Bursa  Saham  New  York  (NYSE)  untuk  memenuhi  Sarbanes  Oxley  Act,
khususnya seksi 302 dan 404 
Setidaknya  ada  dua  peraturan  SOA yang  relevan  dengan  Perseroan.
Pertama,  SOA  Section 404  yang  menyatakan  manajemen  bertanggung  jawab
dalam pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan, Internal Control Over
Financial Reporting (ICOFR), untuk memastikan keandalan pelaporan keuangan
dan  persiapan  penerbitan  laporan  keuangan.  Kedua,  SOA  Section  302  yang
menghendaki tanggung jawab dari manajemen terhadap pembuatan, pemeliharaan
dan evaluasi  terhadap efektivitas  prosedur  untuk memastikan  bahwa informasi
dalam  laporan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Pasar  Modal
Amerika  Serikat.  Perseroan  dan  seluruh  grup  usaha  senantiasa  berupaya
mempertajam pelaksanaan GCG agar penerapannya selaras dengan tuntutan bisnis
dan  perubahan  industri.  Penguatan  GCG Telkom  Group dibangun  dan
dikembangkan  agar  tercipta  praktik  bisnis  yang  beretika  (GCG as  ethics)  dan
bermartabat,  selain  untuk menunjukkan  bahwa Perseroan telah  dikelola  secara
lebih akuntabel, transparan dan bertanggung jawab, sehingga dapat menumbuhkan
rasa  aman  dan  kepercayaan  para  investor  maupun  calon  investor  agar  terus
mendukung pengembangan perusahaan. 
69
Dalam menerapkan praktik terbaik tata kelola, Perseroan selalu berupaya
agar  selain  mampu  mengelola  risiko  dengan  baik,  Perseroan  juga  mampu
merespon  berbagai  perubahan  yang  terjadi  serta  memanfaatkan  perubahan
tersebut menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan kapasitas dan nilai perusahaan
sehingga  mendukung  pencapaian  tujuan  dan  keberlanjutan  Perusahaan  dalam
jangka panjang. 
2. Penerapan tata kelola teknologi informasi yang baik menurut COBIT 
Unit Internal Audit Telkom telah dilengkapi dengan Piagam Internal Audit
(Internal Audit Charter) sebagai suatu dokumen formal perusahaan, yang berisi
uraian tentang visi, misi, struktur, status, tugas, tanggung jawab dan wewenang
IA, termasuk juga persyaratan personil auditor IA. Penyusunan Piagam Internal
Audit  berpedoman  pada  standar  Internasional  bagi  praktik  profesi  IA  yang
dikeluarkan  oleh  Institute  of  Internal  Auditor (IIA)  dan  telah  disetujui  oleh
Direktur  Utama  maupun  Komite  Audit  berdasarkan  Keputusan  Direksi
No.Tel.09/PW000/UTA/ COP-C0000000/2015 tanggal 12 Februari 2015 perihal
Internal Audit Charter.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya internal  audit telah
menggunakan Audit Management System  (AMS) yang merupakan sebuah sistem
aplikasi  untuk  mendokumentasikan  pelaksanaan  audit  berbasis  risiko
secara online. Peningkatan peran serta Internal Audit yanag selanjutnya disebut IA
dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  kualitas  assurance atas  operasional
perusahaan  melalui  aktivitas  audit maupun  non  audit.  Audit dilakukan  untuk
memastikan bahwa risiko-risiko bisnis yang mungkin terjadi dapat diatasi melalui 
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pengendalian  internal  yang  efektif.  Jika  ditemukan  ketidak  efektifan  pada
pengendalian  suatu  proses  bisnis  dan  atau  risiko  yang  di  luar  kendali,  maka
dilakukan substantive  test,  yaitu  pengujian  lanjut  objek  audit  guna  mendalami
akar permasalahannya. Selain itu, sebagai konsekuensi pencatatan saham di Bursa
Efek  Indonesia  (BEI)  maupun  New  York  Stock  Exchange  (NYSE),  IA secara
periodik  melakukan  pengujian  dan  audit  terhadap  efektivitas  dan  kecukupan
pelaksanaan  pengendalian  internal  dalam  rangka  pelaporan  keuangan  sesuai
standar Internal  Control  Over  Financial  Reporting (ICOFR).  Seperti  yang
dikatakan oleh Pak Wanto bahwa:
“Kalau tata kelolanya kan keuangan itu, apa namanya? E... itu, yah
finance collection, itu kalau dilingkup Witel, Witel kelas satu yah.. itu
jadi terbagi jadi dua bagian gitu. Ada manajer collection and payment
ada  manajer  finance-nya  itu  sendiri,  karena  dalam  pengelolaannya
terbagi menjadi dua manajer yang memiliki fungsi dan tugas masing-
masing.  Manajer  collection itu  sendiri  yang mengelola  tagihan m...
termasuk  upaya  mereka  dalam  mencairkan  beberapa  tagihan  yang
kinerjanya  dapat  diukur  dari  penilaian  atas  pencarian  itu  sendiri.
Kemudian  manajer  finance  yah...  mengelola  masalah  pembayaran
internal  dan  eksternal.  Yang  internal  itu  meliputi  pembayaran  ke
vendor kita sendiri, semua unit kita berikan sesuai dengan anggaran
yang  ada.  Namun  dalam  pemberian  anggaran  juga,  juga  tidak
sepenuhnya  langsung  diberikan  e...  tapi  awalnya  hanya  diberikan
panjar terlebih dahulu, setelah mereka membelanjakan anggaran maka
harus dipertanggungjawabkan ke keuangan, lalu di keuangan diganti
lagi, itu semua yah...  sesuai dengan sistem yang berlaku saat ini di
Telkom”. (Wawancara  tanggal  28 September  2017,  pukul  10:14 di
kantor PT. Telkom wilayah Makassar).  
Dalam  rangka  mendukung  penyelenggaraan  audit  dan  menumbuhkan
kesadaran terhadap pentingnya melakukan pengendalian internal  bagi para unit
bisnis,  setiap  triwulan,  unit  bisnis  melakukan Control  Self  Assessment (CSA)
terhadap pengendalian internal yang menjadi tanggung jawabnya. Secara periodik,
IA melakukan  evaluasi  terhadap  hasil  CSA tersebut  untuk  mengukur  tingkat
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kecukupannya dan menghasilkan rekomendasi perbaikan baik terhadap rancangan
maupun pelaksanaan. Tahap selanjutnya adalah ikut serta dalam kegiatan layanan
konsultasi  internal.  Layanan  konsultasi  internal  antara  lain  difokuskan  pada
penyelenggaraan  operasional  perusahaan  yang  dapat  dikelompokkan  menjadi
pengelolaan  infrastruktur  (alat  produksi),  produk  dan  layanan  serta  operasi
pendukung,  termasuk  identifikasi  Risiko  Pelaporan  Keuangan  Grup  (Group
Financial Reporting Risk), penyusunan proses bisnis entitas anak dan pengelolaan
SDM. Aktivitas konsultasi internal ini lebih merupakan solusi pencegahan sebagai
antisipasi  agar  penyelenggaraan  bisnis  tetap  pada  arah  yang  tepat  dan
mengindahkan rambu-rambu peraturan yang berlaku. 
Sebagai  bagian  dari  Perusahaan  yang  punya  komitmen  tinggi  terhadap
keberhasilan  Good  Corporate  Governance,  IA memiliki  peran  penting  dalam
mekanisme whistleblower yang  merupakan  ranah  Komite  Audit  dan Executive
Investigative Committee (EIC), dimana kepala IA ditunjuk sebagai sekretaris EIC.
Mekanisme whistleblower berfungsi  untuk  mengakomodasi  setiap  ‘pengaduan’
oleh karyawan untuk diteruskan kepada manajemen. Pada gilirannya, jika Komite
Audit  dan  EIC menilai  bahwa pengaduan perlu diselidiki lebih lanjut,  IA akan
mengambil peran untuk menindak lanjuti sebagai bagian dari tugas audit. Dalam
pelaksanaan auditnya berdasarkan yang dikemukakan oleh Pak Wanto, yakni:
“Audit itu...dia itu, auditnya itu dari pusat penunjukan langsung dari
Telkom-kan.  Jadi  dia,  tergantung  dia  kalu  mau  ngambil  sampling
Makasssar  ini  kebetulan  ngambil  sampling  Makassar  itu  tidak
semuanya sih, yang dia butuhkan ajah. Jadi, yah yang dia butuhkan
kemudian dia sample-nya itu samplingnya itu dari sana, dari Bandung,
dari Bandung kemudian mengirimkan data gitu yah sesuai dengan apa
yang dia sampling kemudian kita  yang anu. Kita yang respon, yah
nanggapin yang apa itu? Yang menyampaikan masalah yang dia minta
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gitu. Tapi setelah itu mereka turun ngecek ke... masing-masing daerah.
Biasanya  dia  itu,  kalau  sudah  itu  datanya  dikumpul,  dianalisa  dia
disana, setelah itu dia turun cek fisik, biasanya itu yang dia lakukan.
Tapi ini, sementara ini baru minta permintaan. Kamarin itu kita kena
Bank,  Bank BRI  yah,  Bank BRI  sama Banknya  Mandiri.  Jadi  dia
ngauditnya ini sudah sampe bulan Juli. Bulan Juli, nanti paling mereka
nanti, apa itu namanya? Mereka pasti ngecek kesini. Kemarin datanya
itu udah saya kirim”. (Wawancara tanggal 28 September 2017, pukul
10:19 di kantor PT. Telkom wilayah Makassar).      
Hasil-hasil  kegiatan  di  atas  dilaporkan  kepada  Direktur  Utama  dengan
tembusan  kepada  Komite  Audit  kemudian  hasil-hasil  tersebut  akan
diinformasikan kepada objek audit untuk ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan.
Untuk memastikan bahwa objek audit telah memberikan respon yang cukup atas
hasil audit dan konsultasi internal, maka perlu dilakukan upaya pengawasan lebih
lanjut.  Tindak  lanjut  di  lapangan  dilakukan  oleh  objek  audit  yang  kemudian
dimonitor  oleh  IA.  Untuk hal  ini,  tindak  lanjut  dibatasi  pada  area-area  proses
bisnis yang signifikan dengan target waktu penyelesaian yang disepakati bersama.
Untuk  dapat  memenuhi  target  Telkom memisahkan  beberapa  tanggung
jawab  yang  berhubungan  dengan  IT  Governance itu  sendiri.  Seperti  yang
dikatakan  oleh  Pak  Jafar  Israil  yang  menjabat  sebagai  asisten  manajer  unit
network bahwa:
“Ada  sembilan  Witel  di  KTI  [Kawasan  Timur  Indonesia].  Salah
satunya  yah  disini  di  Makassar  di  Jl.  Balaikota  yang  dibawah
pimpinan  GM [General  Manajer]  dan  dibantu  oleh  AGM [Asisten
General Manajer]. Di... Witel Makassar ini ada, ada beberapa unit lagi
yah...  salah  satunya  yakni  Unit  Network,  Unit  Finance,  Unit
Information System  dan Unit  ASO [Access Service Operation]. Nah,
ASO ini  m...  yang  mengelola  jaringan  dari  kantor  ke  pelanggan-
pelanggan,  data  manajemen  maintenance dan  data  manajemen  itu
sendiri.  Itulah  beberapa  unit  yang  mengelola  IT ”. (Wawancara
tanggal 25 Oktober 2017, pukul 10:24 di kantor PT. Telkom wilayah
Makassar).  
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Prosedur dan pengendalian yang dilakukan Telkom mengacu pada COSO Internal
Control framework dan COBIT (Control Objectives for Information and Related
Technology), khusus untuk pengendalian internal di bidang Teknologi Informasi.
Seperti yang dikatakan oleh Pak Abdul Syukur yang menjabat sebagai Manager
Information  System  (IS)  atau  biasa  disebut  IS  Operated  Support pada  kantor
telkom Wilayah Makassar bahwa:
“Tata  kelola  IT yah...  di  Telkom  ini  kita  menerapkan  system
provesioning [proses  penyediaan  suatu  layanan]  bagi  akuntan  atau
bagian  keuangan,  IT Networknya  termasuk  sekuriti  IT.  Kalau
berbicara tentang penerapan program disini, kami ini juga merupakan
sebagai  user  yah. Kami sebagai pelaksana disini,  yakni operasional
support sedangkan untuk selebihnya itu ada di  Regional atau Pusat
yang berada di Bandung. Masalah aplikasi, yah itu tadi semuanya itu
dari pusat dan kami tinggal melaksanakan  IT Tools saja, disini kami
hanya support and user yang membimbing para pengguna pada unit-
unit agar bisa melakukan proses IT Tools tersebut. Dan berhubungan
pelaksanaan  COBIT itu  sendiri  itu  sudah  ditetapkan  oleh  kantor
regional sendiri,  mulai  dari  user  access,  user  access  matriks itu
semuanya  dari  pusat  langsung.  Disini  IT bukan  hanya  sebagai
supporting namun  juga  sebagai  mitra  dalam  membangun  dan
mendukung  kinerja  perusahaan”. (Wawancara  tanggal  26  Oktober
2017, pukul 09:38 di kantor PT. Telkom wilayah Makassar).  
Di dalam praktik yang diberikan oleh COBIT, diberikan langkah-langkah
untuk menjamin  pelayanan  dan pem berian  standar  pengukuran untuk menilai
ketika terdapat kesalahan dalam penggunaannya. Telkom ini telah menggunakan
IT  Governance  sesuai  yang  berlaku  umum yakni  11  control  objective dari  4
domain antara lain: 
a. Domain Plan and Organise (PO)  
1) PO1: Pendefinisian Rencana Strategis Teknologi Informasi. Perencanaan
strategis  IT yang  mengharuskan  adanya  pengelolaan  dan  pengarahan
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seluruh sumber daya  IT yang tersedia agar sejalan dengan strategi dan
prioritas bisnis harus terus dilakukan.
2) PO4:  Pendefinisian  Proses  Teknologi  Informasi,  Organisasi  dan
keterhubungannya.  Divisi  IT pada  Telkom  harus  menentukan
keterampilan  staf,  fungsi,  akuntanbilitas,  otorisasi,  peraturan  dan
tanggungjawab  serta  pengawasan  berdasarkan  kebutuhan  harus  terus
dilakukan.
3) PO7 Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Proses ini menjelaskan
bahwa  penetapan,  pemeliharaan  dan  memotivasi  workforce yang
kompeten untuk menciptakan dan mengirimkan service IT pada tiap unit-
unit pada Telkom. Hal ini dicapai dengan cara mengikuti praktik-praktik
pendukung  yang  telah  ditentukan  dan  disetujui,  seperti  pengangkatan
karyawan, pelatihan dan evaluasi kinerja.
b. Domain Acquire and Implement (AI)
1) AI1: Mengidentifikasi  Solusi Otomatis. Proses ini menjelaskan bahwa
kebutuhan  akan  aplikasi  atau  fungsi  baru  yang  memerlukan  analisis
sebelum memperoleh atau membuatnya, yang mampu digunakan untuk
menjamin  bahwa  keperluan  tiap  unitnya  akan  terpenuhi  di  dalam
pendekatan yang efektif dan efisien.
2) AI3:  Pemeliharaan  Infrastruktur  Teknologi  Informasi.  Pada  Telkom
sudah  terdapat  perencanaan  infrastruktur  teknologi  ketika  terjadi
perubahan teknologi yang digunakan. Perusahaan menyadari pentingnya
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kebutuhan  untuk  mengatur  infrastruktur  teknologi.  Pemeliharaannya
telah direncanakan dan terjadwal.
3) AI6:  Mengelola  Perubahan.  Pada level  ini,  segala  hal  yang berkaitan
dengan  perubahan  IT telah  diatur  dan  ditentukan  secara  resmi.
Manajemen  juga  menyadari  perlunya  melakukan  pengaturan  dan
pengontrolan terhadap perubahan yang terjadi.
c. Domain Deliver and Support (DS)
1) DS1: Menetapkan dan Mengelola Tingkat Layanan. Pada proses ini, yang
paling memenuhi adalah level 4 yaitu Manageable and Measure. Tingkat
pelayanan  di  Telkom  termasuk  tinggi.  Telah  adanya  pihak  yang
bertanggungjawab dalam mengatur tingkat pelayanan.
2) DS11:  Mengelola  Data.  Pada proses  ini  yang paling  memenuhi  adalah
level 5 yaitu Optimised. Kebutuhan untuk mengatur data sudah diakui dan
disadari oleh perusahaan, sudah ada tindakan yang nyata dalam mengatur
data. Prosedur pengaturan data ada, juga telah diketahui oleh seluruh staff
dan telah didokumentasikan.
d. Domain Monitor and Evaluate (ME)
1) ME1: Mengawasi dan Mengevaluasi Kinerja Teknologi Informasi. Pada
proses  ini  yang  paling  memenuhi  adalah  level  5  yaitu  Optimised.
Pengukuran  fungsi  telah  sesuai  dengan  tujuan  dan  telah
terdokumentasikan.  Monitor kinerja  IT sudah  terstandarkan  dan
dikomunikasikan.
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2) ME2 Mengawasi dan Mengevauasi Kontrol  Internal.  Pengawasan yang
dilakukan  berdasarkan  dengan  standar  dan  kebijakan,  keamanan
informasi,  kontrol  dan  perubahan  kontrol  telah  ditetapkan  dalam
persetujuan  mutu  layanan.  Telah  adanya  peningkatan  prosedur  dan
kebijakan.
3) ME4  Menyediakan  Tata  Kelola  Teknologi  Informasi.  Pada  level  ini,
kepentingan  dan  kebutuhan  pengelolaan  IT telah  dipahami  oleh  pihak
manajemen,  serta  prosedur  tata  kelola  berdasarkan  standar  dan
didokumentasikan.
Telkom melakukan pengelolaan karyawan yang terintegrasi dan berbasis
aplikasi  digital.  Melalui layanan  web-in-service karyawan dapat menyampaikan
pertanyaan,  request,  dan  keluhan  yang  sedang  dihadapi  seputar  pengelolaan
human capital kepada tim  solver helpdesk kapan pun dan dimana pun. Aplikasi
ini juga dilengkapi dengan sistem ticketing untuk memantau progres penanganan
keluahan yang diajukan. Telkom juga memberi wadah untuk menampung gagasan
dan berbagi  aspirasi  kreatif  maupun  feedback seputar  pengelolaan  perusahaan.
Setiap bulan dipilih aspirasi terbaik untuk diajukan kepada Direktur  HCM untuk
diberikan tanggapan yang akan dipublikasikan pada Portal Internal Perusahaan.
Dan dalam hal peningkatan kinerja karyawannya Telkom menyediakan layanan
E-Learning,  yakni  aplikasi  yang  memfasilitasi  karyawan  untuk  melakukan
pembelajaran  mandiri  secara  online.  Materi  disajikan  secara  interaktif  melalui
konten  multimedia  yang  dirancang  untuk  memaksimalkan  daya  serap  peserta
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pelatihan. Karyawan dapat memilih sendiri waktu dan materi pelatihan yang ingin
diikuti.
3. Penerapan  IT  Governance  dengan  COBIT  dan  Sarbanes  Oxley  dapat
mendukung corporate financial performance
Kinerja  perusahaan dapat  dilihat  dengan terpenuhinya tujuan dari  suatu
entitas  bisnis.  Dimana,  terpenuhinya  suatu  tujuan  perusahaan  tidak  dapat
dipungkiri  bahwa pengendalian internal  disini juga memiliki  andil  yang cukup
besar  didalamnya.  Karena  dengan  pengendalian  internal  yang  baik  dapat
menjamin  keandalan  laporan  keuangan,  yakni  apabila  diterapkan  pada  tingkat
pengendalian  (level  of  control):  Tingkat  pengendalian  entitas  (Entity  Level
Control),  tingkat  pengendalian  transaksi  (Transactional  Level  Control)  dan
pengendalian informasi teknologi (IT Control).  Seperti yang dikatakan oleh Pak
Jafar Israil bahwa:
“Tata kelola berbasis IT di Telkom bukan hanya operasionalnya yang
menggunakan  IT, tetapi  core [inti] bisnisnya memang di bidang  IT.
Jadi,  yah...  tidak hanya pengelolaan bisnisnya saja tetapi  juga pada
bisnisnya  itu  sendiri  yah...  itu  berbasis  IT.  Didalam  mengelola
operasional  itu  memang  kita  sejak  dulu...  yang  berbasis  teknologi
sistemnya memang sudah online, tetapi belum sepenuhnya berbasis IT
karena masih ada hal-hal yang harus dikelola secara manual namun
secara umum kami sudah menggunakan IT base. Kalau tata kelola itu
bukan  bagian  networking  sini  tap  bagian  IS [information  system].
Yang paling bersinggungan dengan COBIT itu yah  IS”. (Wawancara
tanggal 26 Oktober 2017, pukul 09:26 di kantor PT. Telkom wilayah
Makassar).  
Tingkat  Pengendalian  Entitas  (Entity  Level  Control)  pada  telkom telah
mengacu  pada  COSO  Internal  Control  framework dan  COBIT  (Control
Objectives for Information and Related Technology), khusus untuk pengendalian
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internal  di  bidang  Teknologi  Informasi itu  sendiri.  Sejalan  dengan  pernyataan
tersebut, Pak Wanto menjelaskan bahwa:
“Kontrol itu sangat penting sekali gitu...Apalagi penggunaan  COBIT
sangat  membantu  dalam pengontrolan.  Dengan  kontrol  ini  apa-apa
gak  bisa  dilakukan  secara...  serampangan  gitu  yah...  artinya  harus
terukur semua sehingga tentunya akan lebih efektif, akan lebih efisien
gitukan terhadap perusahaannya”. (Wawancara tanggal 28 September
2017, pukul 10:21 di kantor PT. Telkom wilayah Makassar).  
Dalam hal  pengendalian  internal  pada  telkom ini,  perseroan  senantiasa
memegang  teguh  moral  dan  etika  yang  merupakan  landasan  penerapan  GCG.
Seiring waktu pembelajaran Telkom dalam mengelola GCG, maka penerapannya
membentuk kesadaran hukum dan menghasilkan karyawan yang peka terhadap
tanggung jawab sosial  serta dicintai  pelanggan. Sebagai  panduan perilaku bagi
seluruh  insan  Perseroan, Telkom  menerbitkan  Keputusan  Direksi
No.KD.201.01/2014 tentang Etika Bisnis di Lingkungan Telkom Grup. Perseroan
memiliki  perangkat  etika  bisnis,  yang  merupakan  standar  perilaku  karyawan
dalam berhubungan dengan  pelanggan, pemasok, kontraktor, sesama karyawan
dan pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan perusahaan.
Sesuai ketentuan SOA 2002 section 406, Perseroan menjalankan kode etik
yang berlaku bagi seluruh level organisasi, yaitu Dewan  Komisaris, Direksi dan
pejabat  kunci  lainnya  serta  seluruh  karyawan.  Pemahaman  dan  upaya
mengingatkan  kembali  kepada  karyawan  tentang  tata  nilai  dan  etika  bisnis
dilakukan  melalui  pengiriman  materi  sosialisasi  dan  sekaligus assesment yang
dilaksanakan setiap tahun.  Materi  tersebut berkaitan dengan pemahaman  GCG,
etika  bisnis,  pakta  integritas,  fraud,  manajemen  risiko,  pengendalian  internal
(SOA), whistleblowing,  pelarangan gratifikasi, tata kelola IT,  menjaga keamanan
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informasi dan hal-hal lainnya yang terintegrasi terkait dengan praktik tata kelola
perusahaan.  Upaya  dimaksud  dilakukan  melalui  program  survei  etika  bisnis
dengan populasi seluruh karyawan. Survei dilakukan secara online, melalui media
portal/  intranet  yang  diakhiri  dengan  pernyataan  kesediaan  karyawan  untuk
menjalankan etika bisnis. 
Pemahaman dan penerapan etika bisnis berikut hasil survei setiap tahun
diaudit  secara internal  maupun eksternal  melalui  proses audit  SOA 404 terkait
dengan  penerapan control  environment sesuai  kerangka  kerja  pengendalian
internal COSO  pada audit pengendalian internal tingkat entitas. Pelaksanaan SOA
pada  Telkom,  sangat  membantu  perusahaan  karena  dapat  mendukung  kinerja
keuangan perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Safwan bahwa:
  “Sudah  menjadi  suatu  e...  tadi  seperti  yang  saya  bilang  sebagai
kewajiban kita, sebagai konsekuensi dari e.... kita listing di... di apa
namanya? Di New York. Kalau kita bicara tentang  stakeholder-kan
salah  satunya  adalah  para  shareholder.  Para  shareholder  itu
mengetahui  kinerja  perusahaan  e...  dari  pernyataan-pernyataan  kita
yang tercatat atau yang kita laporkan lewat e... semua klousul-klousul
yang ada di  SOA itu”.  (Wawancara tanggal 26 Oktober 2017, pukul
10:48 di kantor PT. Telkom wilayah Makassar).  
Dalam  hal  mengenai  bagaimana  pengendalian  internal,  Telkom
mengemukakan budaya perusahaan mereka meliputi  Philosophy to be the Best:
Always The Best adalah sebuah basic belief untuk selalu memberikan yang terbaik
dalam  setiap  pekerjaan. Always  the  Best memiliki  esensi  “Ihsan”  yang  dalam
pengertian ini diterjemahkan “terbaik”. Setiap insan Telkom Group yang memiliki
spirit  Ihsan  akan  selalu  memberikan  hasil  kerja  yang  lebih  baik  dari  yang
seharusnya, sehingga sikap ihsan secara otomatis akan dilandasi oleh hati yang
ikhlas. Ketika setiap aktivitas yang dilakukan adalah bentuk dari ibadah kepada
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Tuhan Yang Maha Esa. Philosophy to be the Best: Integrity, Enthusiasm, Totality
Always  the  Best menuntut  setiap  insan  Telkom  Group memiliki  integritas
(integrity), antusiasme (enthusiasm), dan totalitas (totality). 
Principles  to  be  the  Star:  Solid,  Speed,  Smart  Principles  to  be  the
Star dari The  Telkom  Way adalah  3S  yakni Solid,  Speed,  Smart yang  sekaligus
menjadi core values atau great  spirit  Solid  yakni  seluruh insan Telkom  Group
harus memberikan yang terbaik (Always The Best) dan meningkatkan soliditas di
antara  seluruh  insan  Telkom  Group sebagai  satu Great  Team.  Speed  yakni
segenap insan Telkom Group harus bekerja cepat dalam setiap kesempatan untuk
memenangkan persaingan.  Karena yang cepat  akan mengalahkan yang lambat.
Smart yakni seluruh insan Telkom Group dituntut bekerja smart, yaitu memahami
tujuan yang ingin dicapai, menentukan prioritas dan selalu mencari cara baru yang
lebih baik untuk mencapai tujuan. 
Practices to be the Winner : Imagine – Focus – Action Practices to be the
Winner dari The Telkom Way adalah IFA yakni Imagine, Focus, Action sekaligus
sebagai Key  Behaviors. Sosialisasi  budaya  perusahaan  dilakukan  dengan
secara top  down menetapkan  Seluruh  Pimpinan  Unit  menjadi Role  Model dan
penunjukkan Change  Agent di  setiap  unit.  Untuk  mengaktivasikan  budaya
perusahaan,  telah  ditetapkan  Tahun  2015  sebagai  Tahun  Budaya  disusun
dalam Calendar  of  Event untuk  memberikan  persepsi  yang  sama  kepada
para Change  Agent,  telah  dilakukan  program Culture  Agent  Onboarding yang
diikuti oleh seluruh Change Agent yang berjumlah 263 orang dari Telkom dan 85
orang dari  entitas  anak.  Akselerasi  kegiatan  aktivasi  budaya dilakukan dengan
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membentuk Komunitas  Aktivasi  Provokasi (Kipas) Budaya di  setiap unit  yang
dikelola secara langsung oleh para Role Model dan Change Agent unit terkait. 
Pada  Tahun  2015  telah  terbentuk  147  Kipas  Budaya.  Kipas  Budaya
merupakan  wadah  atau  media  yang  digunakan  untuk  mengakselerasi
implementasi The Telkom Way dalam perilaku kerja sehari-hari yang diharapkan
mampu menginduksi cara kerja baru dan menciptakan suasana kerja yang penuh
semangat,  menyenangkan  dengan  berpedoman The  Telkom  Way.  Nama  Kipas
Budaya ditetapkan sesuai  kreativitas  masing-masing unit  secara menyenangkan
namun tetap etis dan santun. Monitoring kegiatan Kipas Budaya di unit dilakukan
secara online menggunakan Telkom  Knowledge  Management  System yang
dinamakan KAMPIUN.
Penerapan  GCG yang baik maka akan mengakibatkan kinerja keuangan
juga  menjadi  baik.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  manajemen  perusahaan
menyadari  manfaat  jangka panjang dari  penerapan  GCG yaitu  adanya dampak
keuangan secara langsung seperti peningkatan laba bersih perusahaan dan akan
menjadikan perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang sehat. SOA diterbitkan
untuk  memproteksi kepentingan investor dengan cara menciptakan tata kelola
perusahaan  yang  baik  (good  corporate  governance),  full  disclosure,  dan
akuntabilitas dalam perusahaan. Penerapan SOA ini menurut Pak Safwan yakni:
“Di Telkom ini kita memiliki  proses bisnis, mulai dari  pendapatan,
beban,  pajak,  pengelolaan  aset,  sampai  pada  akhirnya  Financial
Report. Nah...semua itu kita identifikasi, prosesnya bagaimana, siapa
yang melakukan,  dilakukan menggunakan apa,  kemudian  resikonya
seperti  apa,  kontrolnya  seperti  apa.  Semuanya  didefinisikan,
semuanya  dipetakan,  semuanya  dibuat.  Untuk  kemudian  secara
periodik dilakukan evaluasi, apakah bisnis proses tersebut bisa... kita
laksanakan  secara  efektif  atau  tidak,  kurang  lebih  seperti  itu.  Dan
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semua unit yang terlibat dalam proses, proses yang saya sebut diatas
itu  e...  apa namanya? E....dimintai,  dimintai  semacam  evidence-nya
[bukti] untuk kemudian secara WITEL dipastikan bahwa kita sudah
melakukan semua yang dipersyaratkan di  SOA itu, dengan baik dan
benar”. (Wawancara tanggal 26 Oktober 2017, pukul 10:18 di kantor
PT. Telkom wilayah Makassar).  
Sebagai bagian dari  entity level control, sejak tahun 2006 Telkom telah
menerapkan  whistleblower program yang dirancang untuk menerima, menelaah
dan menindak lanjuti  pengaduan dari  karyawan Telkom  Group dan dari  pihak
ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor. Whistleblowing System (WBS)
merupakan sistem yang menampung pengaduan mengenai  dugaan pelanggaran
yang  terjadi  di  Perusahaan.  Sejak  tahun  2006,  Telkom  telah  menerapkan
whistleblower program yang dirancang untuk menerima, menelaah dan menindak
lanjuti  pengaduan dari  karyawan Telkom  Group dan dari  pihak ketiga  dengan
tetap menjaga kerahasiaan pelapor. 
Penerapan  whistleblower program  yang  dikelola  oleh  Komite  Audit
ditetapkan  dengan  Keputusan  Dewan  Komisaris  dan  diratifikasi  dengan
Keputusan Direksi Penerapan whistleblower program yang dikelola oleh Komite
Audit  ditetapkan  dengan  Keputusan  Dewan Komisaris  dan  diratifikasi  dengan
keputusan Dewan Direksi. Karyawan Telkom Group ataupun pihak ketiga dapat
menyampaikan  pengaduan  mengenai  permasalahan  akuntansi  dan  auditing,
pelanggaran peraturan, dugaan kecurangan dan dugaan korupsi, serta pelanggaran
kode etik langsung kepada Komisaris Utama atau kepada Ketua Komite Audit PT.
Telekomunikasi  Indonesia  Tbk.  Hal  tersebut  dilakukan  karena  SOA  semua
perusahaan  public untuk  membuat suatu  system pelaporan yang memungkinkan
bagi  pegawai atau  pengadu  untuk melaporkan terjadinya penyimpangan.
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Perusahaan  dapat  menggunakan  jasa  pelaporan  hotlines seperti  ACFE’s
EthicsLine. ACFE dapat membantu  menyusun  hotlines  pengaduan  yang  akan
menerima   dan  merahasiakan  pengaduan,  dan  memberikan  informasi  kepada
perusahaan agar dapat mengambil  tindakan  yang  tepat.  Seperti yang dikatan oleh
Pak Safwan Manajer Warroom bahwa:
“Semua  penyelenggara  perusahaan,  baik  itu  pimpinan  maupun
bawahan, tetap saling e... mengontrol. Dengan adanya sarana itu kita
paling tidak bisa mengurangi potensi terjadinya kecurangan, kita bisaa
melaporkan langsung kecurangan-kecurangan itu ke pihak-pihak yang
memang bertanggungjawab untuk e... menjaga jangan sampai terjadi
kecurangan  atau  e...  menjaga  supaya  tidak  terjadi  kerugian  di
perusahaan”. (Wawancara tanggal 26 Oktober 2017, pukul 10:15 di
kantor PT. Telkom wilayah Makassar).  
Sistem hotlines  ini  akan mendorong para  pegawai  untuk melaporkan  karena
mereka merasa aman dari tindakan pembalasan dari yang dilaporkan, dan   inilah
elemen  penting  dan  kritis  bagi  program  pencegahan  fraud yang kuat.  Sejalan
dengan  pemikiran  yang  dikemukakan  Pak  Safwan,  Pak  Wanto   menyatakan
bahwa:
“Sistem  hotlines ini,  dilaporkan oleh karyawan. Ini apabila  dia,  dia
yang  melapokan  nah  itu...  kan  sudah  sesuai,  yah  karena  sangat
membantu  dalam  pengontrolan  kinerja  perusahaan”. (Wawancara
tanggal  28  September  2017,  pukul  10:28  di  kantor  PT.  Telkom
wilayah Makassar).  
Berdasarkan  dari  penerapan  SOA tersebut  dan  ketentuan-ketentuan  lain
yang  berlaku  di  Indonesia  sendiri,  maka  Telkom  memberikan  pertanggung
jawabannya  atas  aktivitas  perusahaan  ke  dalam  laporan  tahunan,  yang  setiap
tahunnya di  publish baik itu di Bursa Efek Indonesia maupun di Bursa Efek di
New York. 
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Dengan adanya  IT Governance akan sangat  membantu  Perusahaan dalam
melakukan  pengendalian.  Telkom  telah  menggunakan  IT  Governance
sebagai pendukung dalam pelaksanaan aktivitas perusahaannya. Pengelolaan
IT Governance yang baik pada suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh dua
bidang yakni:  bidang pertama,  yang tergolong masih baru yakni berfokus
kepada tata kelola korporasi (corporate governance) dalam perusahaan dan
bidang selanjutnya  yakni  sistem informasi  strategis  (strategic  information
system). IT bukan hanya sebagai supporting namun juga sebagai mitra dalam
membangun  dan  mendukung  kinerja  perusahaan. Tata  kelola  perusahaan
merupakan  sebuah  tanggung  jawab  yang diberikan  kuasa  oleh  pemegang
saham serta masyarakat untuk diberikan kepada dewan (board) dan manajer
untuk dipertanggungjawabkan kepada stakeholder.
2. Penerapan  tata  kelola  perusahaan  menjadi  menjadi  faktor  penentu  yang
strategis  bagi  perusahaan  agar  dapat  senantiasa  meningkatkan  nilai  serta
memelihara proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap
perusahaan perlu terus meningkatkan kerja kerasnya agar dapat mengambil
manfaat  dari  penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik.  Tingkat
Pengendalian Entitas (Entity Level Control) pada telkom telah mengacu pada
COSO  Internal  Control  framework dan  COBIT  (Control  Objectives  for
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Information and Related Technology), khusus untuk pengendalian internal di
bidang Teknologi Informasi itu sendiri.
3. Porsi  Hukum  harus  lebih  berimbang  dalam  memperkarakan  pihak-pihak
yang bertanggung jawab (Komisaris, Direksi, Komite Audit,) apabila terjadi
salah  saji  material,  penyimpangan,  bahkan  manipulasi  dalam  Laporan
Keuangan. Telkom  telah  menerapkan Whistleblower  system,  yang  dalam
Sarbanes  Oxley itu  sendiri  disebut  sistem  hotline pada  perusahaan.  Yang
tentunya  akan  sangat  menguntungkan  bagi  perusahaan  dan masyarakat
banyak  terutama  Investor. Kajian  mengenai  penyesuaian  yang  perlu
dilakukan  agar  undang-undang  tersebut  sesuai  dengan  kondisi  organisasi
harus  dilakukan  dengan  tetap  menjaga  agar  tujuan  pokok  dari  undang-
undang tersebut dapat tercapai. 
B. Saran
Setelah melakukan penelitian dan memperoleh kesimpulan, maka peneliti
menyarankan beberapa hal sebagai upaya perbaikan dari kelemahan yang telah
ditemukan  sebagai  berikut:  (1)  Diperlukan  langkah-langkah  yang  penuh
dengan  kehati-hatian  dalam  mengimplementsikan  dan  mengoptimalkan  IT
Governance.  (2)  Masih  diperlukan  adanya  pengembangan  atas  pemahaman
staf  pada  setiap  bagian  pada  kantor wilayah Telkom Makassar.  (3)  Masih
perlu  dilakukan  pengkajian  kondisi  SDM  wilayah Telkom  Makassar  agar
tujuan perusahaan dapat terpenuhi.  
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LAMPIRAN I
MANUSKRIP
Pak Wanto sebagai Manajer Financial pada PT.Telkom Wilayah Makassar
1. Bagaimana penerapan tata kelola perusahaan yang ada di Telkom?
: Di Telkom ini sebenarnya standarnya e... sudah berbasis pada Teknologi
Informasi, semua sudah berbasis aplikasi online, berbasis online jadi e... di
Telkom ini semua kegiatan sudah berbasis teknologi informasi.
2. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang tata kelola informasi teknologi?
: Tata kelola informasi teknologi itu sebenarnya e... basis aplikasi, secara...
secara...  online,  artinya  informasi  itu  standarnya  suda  sama  seperti
perusahaan yang sudah go public, sudah standar begitu.
3. Bagaimana  pengendalian  internal  di  bidang  Teknologi  Informasi itu
sendiri?
: Kontrol  itu sangat  penting sekali  gitu...Apalagi  penggunaan  COBIT
sangat  membantu  dalam pengontrolan.  Dengan  kontrol  ini  apa-apa
gak  bisa  dilakukan  secara...secara  serampangan  gitu  yah...  artinya
harus terukur semua sehingga tentunya akan lebih efektif, akan lebih
efisien  gitukan  terhadap  perusahaannya.  Kalau  masalah  ini  bisa
langsung tanyakan saja ke bagian networkingnya. Nanti saya antarkan
kesana kalau mau.
4. Bagaimana  menurut  anda  penggunaan  IT  Governance  di  perusahaan  ini,
apakah menggunakan COBIT atau COSO?
: Kontrol IT itu, kalau di Telkom itu standarnya sudah menggunakan itu jadi,
semuanya sudah terstandarkan jadi apa yang tertera di program itu udah
dilakukan di Telkom gitu. 
5. Bagaimana upaya PT.Telkom agar dapat mendukung kinerja Perusahaan?
: Telkom ini  telah  menggunakan  standar  yang  sudah  berbasis  Tehnologi
Informasi dan semuanya sudah menggunakan aplikasi secara online. Jadi,
semua kegiatan yang ada di Telkom itu sudah berbasis online. Karyawan-
karyawan  juga  sudah  dibekali  pengetahuan  yang  memadai  dalam
pelaksanaan kegiatan perusahaan yang berbasis online ini. 
6. Bagaimana  pengendalian  internal  perusahaan  dengan  menerapkan
prinsip Good Corporate Governance?
: e....kalau  berhubungan  dengan  GCG,  Telkom  ini  sudah  mulai
menerapkan  GCG  pada  tahun  2015  sampai  sekarang,  nah  dengan
kami menggunakan prinsip-prinsip dasar GCG sebagai budaya dalam
menjalankan  tugas-tugas  operasional  sehari-hari,  kami ini  e....
meyakini  kualitas e..... penerapan  praktik  terbaik  GCG akan  dapat
mendukung  kinerja  perusahaan.  Sehingga  semua manfaat  dari
penerapan praktik terbaik GCG dapat kami rasakan, terutama naiknya
nilai  perusahaan  dan  terpenuhinya  harapan  para  pemangku
kepentingan.
7. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip corporate governance yang didukung 
dengan adanya Sarbanes Oxley?
: Pengontrolan di kita itu e..... Sudah, sudah, sudah standarlah artinya udah,
udah diterapkan yah karena semua itu  ada,  ada,  kebijakannya.  Apalagi,
kita sudah menerapkan SOA. Misalkan, kita itu kan sudah sangat mudah
gitukan mengawasi, yah karena itu tadi misalnya masalah datanya sudah,
sudah di publish. Artinya, sudah mudah gitu tidak seperti jaman dulu yang
masih  manualkan.  Sekarang  sudah  basisnya  komputer,  online sudah
terjamin gitu  artinya sudah terukur, sehingga kontrolnya itu sudah, secara
ini sudah terkontrol gitulo. Dengan adanya apa itu, dengan adanya aplikasi
yang sangat canggih misalnya. Itu secara operasional udah terkontrol gitu
artinya,  sudah  ada  batasan-batasan  disitu.  Misalnya  anggaran,  kalau
melebihi yang dipake di anggarannyakan disitu sudah  budget-nya sudah
tidak  bisa  terpake  dan  tidak  bisa  diganggu  gugat.  Bagaimana  mau  di
ganggu gugat kan semuanya sudah terkontrol. Misalnya budgetnya itu satu
dipake dua, itu sudah gak bisa. Yah kontrolnya yah itu sistemnya sudah
kuat gitu.
8. Bagaimana pendapat anda mengenai pemberlakuan sistem hotlines yang
ada pada Sarbanes Oxley?
: Sistem hotlines  ini,  dilaporkan  oleh  karyawan.  Ini  apabila  dia,  dia
yang  melapokan  nah  itu...  kan  sudah  sesuai,  yah  karena  sangat
membantu dalam pengontrolan kinerja perusahaan
9. Bagaimana  pelaksanaan  pengelolaan  dalam  hal  pengontrolan  pada
bagian keuangan itu sendiri?
: Kalau tata kelolanya kan keuangan itu, apa namanya? Itu, yah finance
collection, itu kalau dilingkup Witel, Witel kelas satu itu jadi terbagi
jadi dua bagian gitu. Ada manajer collection and payment ada manajer
finance.nya itu sendiri, karena dalam pengelolaannya terbagi menjadi
dua manajer yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Manajer
collection itu sendiri yang mengelola tagihan termasuk upaya mereka
dalam mencairkan beberapa tagihan yang kinerjanya dapat diukur dari
penilaian  atas  pencarian  itu  sendiri.  Kemudian  manajer  finance
mengelola masalah pembayaran internal dan eksternal. Yang internal
itu  meliputi  pembayaran  ke  vendor  kita  sendiri,  semua  unit  kita
berikan sesuai dengan anggaran yang ada. Namun dalam pemberian
anggaran  juga  tidak  sepenuhnya  langsung  diberikan  tapi  awalnya
hanya  diberikan  panjar  terlebih  dahulu,  setelah  mereka
membelanjakan  anggaran  maka  harus  dipertanggungjawabkan  ke
keuangan  lalu  di  keuangan  diganti  lagi,  itu  semua  sesuai  dengan
sistem yang berlaku saat ini di Telkom.
10. Bagaimana proses audit pada perusahaan ini?
: Audit  itu...dia itu,  auditnya itu dari pusat. e...  penunjukan langsung
dari Telkom-kan. Jadi dia, tergantung dia kalu mau ngambil sampling
Makasssar  ini  kebetulan  ngambil  sampling  Makassar  itu  tidak
semuanya sih, yang dia butuhkan ajah. Jadi, yah yang dia butuhkan
kemudian dia e..... samplenya itu e... samplingnya itu dari sana, dari
Bandung,  dari  Bandung  kemudian  e...  mengirimkan  data  gitu  yah
sesuai dengan apa yang dia sampling kemudian kita yang anu. Kita
yang respon, yah nanggapin e... yang apa itu? Yang menyampaikan
masalah yang dia minta gitu.  Tapi setelah itu mereka turun ngecek
ke... ke masing-masing daerah. Biasanya dia itu, kalau sudah e... itu
datanya dikumpul, dianalisa dia disana, setelah itu dia turun cek fisik,
biasanya  itu  yang  dia  lakukan.  Tapi  ini,  sementara  ini  baru  minta
permintaan. Kamarin itu kita kena Bank, Bank BRI yah, Bank BRI
sama Banknya Mandiri. Jadi dia ngauditnya ini sudah sampe e... bulan
Juli. Bulan Juli, nanti paling mereka nanti, apa itu namanya? Mereka
pasti ngecek kesini. Kemarin datanya itu udah saya kirim.
Pak Jafar Israil sebagai  Asistem Manajer unit Networking pada PT.Telkom
Wilayah Makassar
1. Bagaimana  pemisahan  tanggung  jawab yang ada  pada  Telkom menyangkut
dengan IT Governance?
: Ada sembilan Witel  di  KTI (Kawasan Timur Indonesia).  Salah satunya
yah disini di Makassar di Jl. Balaikota yang dibawah pimpinan GM [General
Manajer]  dan  dibantu  oleh  AGM [Asisten  General  Manajer].  Di  Witel
Makassar ini ada beberapa unit lagi salah satunya yakni Unit  Network, Unit
Finance, Unit Information System dan Unit ASO [Access Service Operation].
ASO ini  yang mengelola  jaringan dari  kantor ke pelanggan-pelanggan, data
manajemen maintenance dan data manajemen itu sendiri. Itulah beberapa unit
yang mengelola IT. 
2. Apa yang anda ketahui tentang tata kelola informasi yang telah dijalankan
oleh Telkom?
: Tata  kelola  berbasis  IT  di  Telkom  bukan  hanya  operasionalnya  yang
menggunakan  IT tetapi  core  [inti] bisnisnya memang di bidang  IT. Jadi,
tidak  hanya  pengelolaan  bisnisnya  saja  tetapi  juga  pada  bisnisnya  itu
sendiri itu berbasis  IT. Didalam mengelola operasional itu memang kita
sejak dulu yang berbasis teknologi sistemnya memang sudah online, tetapi
belum  sepenuhnya  berbasis  IT karena  masih  ada  hal-hal  yang  harus
dikelola secara manual namun secara umum kami sudah menggunakan IT
base.  Kalau tata  kelola  itu  bukan bagian networking sini  tap bagian  IS
[information system]. Yang paling bersinggungan dengan  COBIT itu yah
IS. 
3. Bagaimana  penerapan  IT  Governance  dengan  COBIT  yang  ada  pada
perusahaan ini?
: Kalau tata kelola IT itu bukan domainnya network, kalau tata kelola IT itu
ada  unit  tersendiri  yang mengelola  itu  yah...  yaitu  unit  IS,  Information
System, unitnya nanti ada di Pak Syukur, unit Isnya. Dia yang mengelola
informasi  sistemnya.  Adapun  nanti  penjelasannya  detailnya  nanti  bisa
ditanyakan  disana  langsung.  Dan kalau  COBIT yah...  COBIT itu  yang
membahas ke tata kelola IT-nya. Kalau COBIT itu sudah kena ke pusat,
yah...yang  di  Jakarta  soalnya  sudah  melibatkan  tata  kelolanya.  Itupun
mereka  menganalisa,  bukan  cuma  menganalisa  haters,  mereka  bukan
menganalisa fans-fans apa yang e...loversnya. Tapi juga hatersnya Telkom
yang di analisa, jadi lebih ke e...analisa informasinya nanti ini mengarah
ke custumer experience [pendapat pelanggan]. Tapi kalau yang IT disini
langsung ke IS saja langsung.
 Pak Abdul Syukur sebagai  Manajer Information System Support (IS) pada
PT.Telkom Wilayah Makassar
1. Apa yang anda ketahui tentang tata kelola informasi yang telah dijalankan oleh
Telkom?
: Tata kelola IT di Telkom ini kita menerapkan system provesioning [proses
penyediaan  suatu  layanan]  bagi  akuntan  atau  bagian  keuangan,  IT
Networknya termasuk sekuriti IT. 
2. Apa saja  program-program yang dilaksanakan  dalam upaya pelaksanaan  IT
Governance?
: Kalau  berbicara  tentang  penerapan  program  disini,  kami  ini  juga
merupakan sebagai user. Kami sebagai pelaksana disini, yakni operasional
support sedangkan untuk selebihnya itu ada di Regional atau Pusat yang
berada di Bandung. Masalah aplikasi  semuanya itu dari pusat dan kami
tinggal melaksanakan  IT Tools saja, disini kami hanya  support and user
yang  membimbing  para  pengguna  pada  unit-unti  agar  bisa  melakukan
proses IT Tools tersebut. Dan berhubungan pelaksanaan COBIT itu sendiri
itu sudah ditetapkan oleh kantor regional sendiri, mulai dari  user access,
user access matriks itu  semuanya dari  pusat  langsung. Disini  IT bukan
hanya sebagai  supporting namun juga sebagai  mitra  dalam membangun
dan mendukung kinerja perusahaan.
Pak Safwan sebagai  Manajer Warroom pada PT.Telkom Wilayah Makassar
1. Bagaimana penerapan Sarbanes Oxley pada PT. Telkom?
: Kita harus konsisten menerapkan  SOA  ini,  sebagai konsekuensi Telkom
karena telah listing di New York Stock Exchange. Sebab sudah menjadi
kewajiban  bagi  semua  perusahaan  yang  telah  listing disana  untuk
memenuhi  klausul [perjanjian] yang ada di  SOA itu, itu suatu kewajiban.
Jadi, kita laksanakan. Dan itu sudah kita laksanakan sejak beberapa tahun
lalu sampai sekarang. Penerapan  SOA  ini sangat membantu perusahaan.
Karena, dengan SOA ini kita bisa mengontrol bisnis perusahaan, kita juga
sudah tau apa resiko-resiko yang bakal muncul ketika melaksanakan bisnis
proses  dan kita  juga  tau bagaimana  mengontrol,  supaya resiko  tersebut
bisa kita e...apa namanya? Bisa kita mitigasi, bisa kita kurangi timbulnya
resiko tersebut.
2. Apakah  Sarbanes  Oxley  sudah  cukup  bagi  perusahaan  sebagai  bentuk
tanggungjawabannya kepada para stakeholder?
: Iya,  Sudah  menjadi  suatu  e...  tadi  seperti  yang  saya  bilang  sebagai
kewajiban  kita,  sebagai  konsekuensi  dari  e....  kita  listing  di...  di  apa
namanya? Di New York. Kalau kita bicara tentang stakeholder-kan salah
satunya adalah para shareholder. Para shareholder itu mengetahui kinerja
perusahaan e...  dari  pernyataan-pernyataan  kita  yang tercatat  atau  yang
kita laporkan lewat e... semua klousul-klousul yang ada di SOA itu.
3. Bagaimana proses penerapan Sarbanes Oxley pada PT. Telkom?
: Di  perusahaan,  di  Telkom e....  kita  istilahnya  memiliki  yang  namanya
bisnis  proses.  Proses-proses  mulai  dari  pendapatan,  beban,  pajak,
pengelolaan aset, sampai pada akhirnya Financial Report. Nah...semua itu
kita identifikasi, prosesnya bagaimana, siapa yang melakukan, dilakukan
menggunakan apa, kemudian resikonya seperti apa, kontrolnya seperti apa
semuanya  didefinisikan,  semuanya  dipetakan,  semuanya  dibuat.  Untuk
kemudian  secara  periodik  dilakukan  evaluasi,  apakah  bisnis  proses
tersebut bisa kita laksanakan secara efektif atau tidak, kurang lebih seperti
itu.  Dan semua unit  yang terlibat dalam proses, proses yang saya sebut
diatas itu e... apa namanya? E....dimintai, dimintai semacam evidence-nya
[bukti]  untuk  kemudian  secara  WITEL  dipastikan  bahwa  kita  sudah
melakukan semua yang dipersyaratkan di SOA itu, dengan baik dan benar
4. Bagaimana  menurut  anda  efektifkah  penerapan  sistem  hotlines  dalam  hal
peningkatan kinerja perusahaan? 
: iya,  jelas.  Karena, kemudian semua penyelenggara  perusahaan,  baik itu
pimpinan maupun bawahan, tetap saling e... mengontrol. Dengan adanya
sarana  itu,  kita  paling  tidak  bisa  mengurangi  potensi  terjadinya
kecurangan, kita bisa melaporkan langsung kecurangan-kecurangan itu ke
pihak-pihak yang memang bertanggungjawab untuk e...  menjaga jangan
sampai terjadi kecurangan atau e... menjaga supaya tidak terjadi kerugian
di perusahaan.
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